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Anilda, Nomor Induk Mahasiswa B11108509 Hukum Keperdataan, 
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, dengan judul Aspek 
Hukum Penguasaan Tanah Pantai Dewata Oleh Masyarakat Di 
Kabupaten Pinrang. dibimbing oleh Prof.Dr.Farida Patittingi selaku 
Pembimbing I dan H.M.Ramli Rahim selaku Pembimbing II. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aspek hukum 
penguasaan tanah pantai Dewta oleh masyarakatbdi Kabupaten Pinrang 
dan untuk mengetahui pula kebijakan Pemerintah Kabupaten Pinrang 
terhadap penggunaan tanah Pantai Dewata dari masyarakat tersebut. 
Sumber data yang ditelah dalam penelitian ini antara lain : hasil 
wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dan literatur yang 
dikaitkannya dengan penguasaan dan penggunaan tanah pada kawasan 
sempadan pantai baik berupa buku maupun peraturan perundang-
undangan yang relevan dengan masalah yang akan diteliti. Teknik 
pengumpulan data yang digunakan adalah metode wawancara dan 
kepustakaan yang mengacu kepada peraturan perundang-undangan 
yang disesuaikan dengan kenyataan dilapangan serta dianalisis secara 
kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif. 
Hasil penelitian yang diperoleh antara lain bahwa aspek hukum 
penguasaan tanah pantai Dewata oleh masyarakat di Kabupaten Pinrang 
berdasarkan adanya bukti-bukti penguasaan atas tanah berupa Sertifikat 
Hak Milik, Akta Jual Beli, SPPT, ada juga yang hanya beruapa pengakuan 
kalo tanah tersebut tanah adat dari hasil nenek moyangnya dan ada pula 
yang hanya berbekal Surat Keterangan Tanah yang dikeluarkan oleh 
Kepala Kelurahan dan Kepala Pemerintah Kecamatan Cempa untuk 
mengusai tanah tersebut. Adapun kebijakan Pemerintah setempat yaitu 
dengan memberikan Sertifikat Hak Milik terhadap tanah bagi masyarakat 
yang mempunyai alas hak yang kuat agar kelak tanah tersebut dapat 
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A. Latar Belakang Masalah 
     Masalah tanah bagi manusia tidak ada habis-habisnya karena 
mempunyai arti yang amat penting dalam penghidupan dan hidup 
manusia sebab tanah bukan saja sebagai tempat berdiam juga tempat 
bertani. Tanah bagi bangsa Indonesia mempunyai dimensi yang khas dan 
khusus. Tanah bukan sekedar benda mati yang bernilai tunggal, akan 
tetapi dipandang sebagai benda yang multi nilai. Hal ini menjadi bagian 
dari filosofis dalam melaksanakan kegiatan pendaftaran tanah. Kegiatan 
pendaftaran tanah bertujuan untuk memberikan jaminan dan kepastian 
hukum hak atas tanah. Tujuan mulia ini perlu dikuatkan dari berbagai 
aspek termasuk melalui proses legislasi dan penegakan hukum di 
lembaga peradilan.1  
    Hak-hak dasar merupakan kondisi dasar yang harus ada dan 
tersedia dalam kehidupan, baik yang sifatnya individual maupun kolektif. 
Hak-hak dasar yang lahir oleh karena proses kesejahtraan dan proses 
perjalanan bangsa selama ini yang mewujudkan dalam banyak hal, 
seperti sandang, pangan, papan, kesejahtraan, pendidikan, rasa aman, 
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  Khudzaifah Dimyanti, 2004. Teorisasi Hukum; Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum 
di Indonesia, Muhammadiyah University Press, Surakarta. Hal. 92  
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kebebasan, keadilan, dan dalam berbagai bentuk lainnya. Hampir semua 
hal yang berkaitan dengan hak-hak dasar rakyat langsung atau tidak 
langsung berkaitan dengan persoalan pertanahan. Hak-hak dasar rakyat 
yang mewujud dalam bentuk keadilan, misalnya seperti tidak berkaitan 
dengan pertanahan, tetapi karena tanah dan pertanahan merupakan 
sumber-sumber utama kemakmuran, sumber utama ekonomi, dan 
bahkan politik, maka pengaturan, penataan, penguasaan dan 
pemilikannya menjadi indikator penting dari keadilan. 
              Menyangkut masalah pertanahan yang disebut sebagai sumber-
sumber utama kesejahtraan dan menjadi indikator penting dari keadilan 
termasuk dalam pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 yang 
menegaskan bahwa “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di 
dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-
besarnya kemakmuran rakyat”. Penggunaan bumi, air dan kekayaan alam 
untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat tersebut menujukkan bahwa 
tujuan pemanfaatannya semata-mata untuk mensejahtrakan rakyat 
sekaligus dengan memperhatikan aspek keadilan yang ditujukan dari kata 
“sebesar-besarnya”, artinya hasil dari penggunaan dan pemanfaatan 
bumi, air, dan kekayaan alam tersebut bukan untuk perseorangan atau 
kelompok tertentu tetapi untuk rakyat banyak.2 
              Selanjutnya kebijakan dibidang pengelolaan bumi, air, ruang 
angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya (sumber daya 
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agraria) diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang 
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau disebut juga Undang-Undang 
Pokok Agraria (UUPA), kemudian ditindak lanjuti dengan peraturan 
pelaksanaan dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang 
bersifat organik, baik dalam bentuk Undang-Undang, Peraturan 
Pemerintah, Keputusan Presiden, Peraturan Menteri, dan lain-lain. 
              Pasal 2 UUPA mengatur bahwa bumi, air, dan ruang angkasa 
termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya pada tingkatan 
tertinggi dikuasai oleh negara. Pengertian bumi meliputi permukaan bumi, 
termasuk pula tubuh bumi di bawahnya serta yang berada di alasnya. 
Pengertian air adalah perairan pendalaman maupun laut wilayah 
Indonesia, sedangkan pengertian ruang angkasa adalah ruang di atas 
bumi dan di atas perairan. Lingkup permukaan bumi tersebut meliputi 
tanah yang ada diseluruh Indonesia sesuai dengan konsep kesatuan 
seluruh wilayah Indonesia sebagai kesatuan tanah dan air dari seluruh 
rakyat Indonesia, maksudnya tanah tidak semata-mata hak dari 
pemiliknya tetapi juga merupakan hak bersama dari rakyat Indonesia. 
Kemudian Pasal 4 UUPA menentukan bahwa atas dasar hak menguasai 
dari negara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ditentukan adanya 
macam-macam hak atas tanah yang dapat diberikan kepada perorangan 
maupun badan hukum (subjek hak). 
             Namun dalam tatanan operasionalnya, hak-hak atas tanah tidak 
dapat diberikan untuk seluruh permukaan bumi diseluruh Indonesia, 
4 
 
karena sejak tahun 1967 terjadi pemisahan dibeberapa sektor dari semula 
yang diatur dalam UUPA, yakni ketika diterbitkan beberapa ketentuan 
sektoral seperti Undang-Undang No 5 Tahun 1967 tentang ketentuan-
ketentuan pokok kehutanan (telah diubah dengan UU  No 41 Tahun 1999 
tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan), Undang-Undang No 11 
Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pertambangan (telah di ubah 
dengan UU No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu 
Bara). Undang-Undang No 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (telah 
diubah dengan UU No 7 Tahun 2004 tentang Pengairan), Undang-Undang 
No 24 Tahun 1992  tentang Penataan Ruang (telah di ubah dengan 
Undang-Undang No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang) yang di 
harapkan sebagai Undang-Undang yang akan disinkronkan dengan 
seluruh kegiatan dengan bumi, air dan ruang udara. Kemudian 
perkembangan terakhir, telah diterbitkan Undang-undang No 27 tahun 
2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Keci yang 
diundangkan dan terjadi perubahan dalam Undang-undang No 1 Tahun 
2014 menggunakan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 
adalah suatu pengoordinasian perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, 
dan pengendalian sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang 
dilakukan oleh Pemerintah Daerah, antarsektor, antara ekosistem darat 
dan laut, serta antar ilmu pengetahuan dan manajemen untuk 
meningkatkan kesejahtraan rakyat. 
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              Indonesia dilihat dari geografis merupakan negara dengan 
presentase sebagian besar wilayahnya merupakan perairan yang 
tergugus pulau-pulau besar dan kecil. Seperti kita ketahui bersama bahwa 
Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan terbesar di dunia yang 
memiliki 17.480 kepulauan, dan panjang garis pantai mencapai 95.181 km 
serta luas wilayah laut mencakup 70 persen dari total wilayah Indonesia. 
Dilihat dari segi geografis, Indonesia merupakan negara yang sebagian 
besar wilayahnya terdiri dari perairan dan terdapat pulau-pulau besar dan 
kecil di tengahnya, dengan demikian Indonesia merupakan salah satu 
negara kepulauan terbesar di dunia dengan luas wilayah laut mencapai 70 
persen dari total wilayah Indonesia. Dalam pasal 1 Undang-Undang No 5 
Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria ditegaskan 
bahwa : 
a. Seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah air dari seluruh 
rakyat Indonesia yang bersatu sebagai bangsa Indonesia 
b. Seluruh Bumi, Air dan Ruang Angkasa termasuk kekayaan alam 
yang terkandung di dalamnya dalam wilayah Republik Indonesia, 
sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah Bumi, air dan 
Ruang Angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan 
Nasional. 
c. Hubungan antara bangsa Indonesia dan bumi, air, serta ruang 
angkasa termasuk dalam ayat (2) pasal ini adalah hubungan 
yang bersifat pribadi. 
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d. Dalam pengertian bumi, selain permukaan bumi, termasuk pula 
tubuh bumi dibawahnya serta yang berada di bawah air.  
e. Dalam pengertian air termasuk baik perairan pedalaman maupun 
laut wilayah Indonesia 
f. Yang termasuk dengan Ruang Angkasa ialah ruang di atas Bumi 
dan Air tersebut dalam ayat (4) dan (5) pasal ini. 
 
         Dalam ketentuan ini, jelas tertulis bahwa wilayah perairan yang 
masuk kedalam wilayah Republik Indonesia merupakan kekayaan 
Nasional. Melalui pengembangan pemanfaatan sumber daya pesisir 
diharapkan dapat merangsang terjadinya peningkatan pendapatan 
ekonomi masyarakat yang berada di daerah pesisir dengan tujuan untuk 
kesejahtraan masyarakat sekaligus untuk perbaikan ekonomi bangsa.3 
Karena tidak dapat dipungkiri bahwa usaha pengembangan pemanfaatan 
daerah pesisir adalah usaha yang cukup menjanjikan, dengan melihat 
cukup banyaknya kebutuhan pasar yang menggunakan hasil olahan dari 
pemanfaatan wilayah pesisir. 
         Oleh karena pentingnya keberadaan wilayah pesisir, maka perlu 
pengaturan lebih lanjut terhadap aspek penguasaan dan penggunaan 
bidang-bidang tanah yang ada di kawasan pantai baik secara ekonomi 
maupun secara politik. Secara historis, penyebaran dan peningkatan 
jumlah penduduk yang menguasai kawasan pantai di Indonesia dimulai 
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oleh para pedagang/nelayan atau para penyiar agama sering berlayar 
baik dari negara lain maupun yang berpindah-pindah dari pulau satu ke 
pulau-pulau lainnya. Secara berangsur-angsur sebagian dari mereka 
menetap dan menguasai lahan pada kawasan pantai yang di antaranya 
berupa hutan mangrove.4 Sehingga dalam pengetahuan tentang status, 
fungsi dan kepemilikan tanah pada kawasan pantai khususnya sempadan 
pantai sangat penting untuk mengupayakan, kordinasi terpadu dalam 
pengelolaan pantai secara berkelanjutan.  
         Pengaturan terhadap penguasaan dan  penggunaan tanah yang 
ada di kawasan pantai mengacu pada pengaturan penguasaan dan 
penggunaan tanah pada umumnya, baik untuk kepentingan pemerintah 
maupun kepentingan rakyat. Dalam hal ini kepentingan rakyat berkaitan 
dengan hak-hak yang dapat dimiliki atau dapat diberikan oleh negara 
kepada rakyatnya atas objek tertentu. Pengetahuan tentang status atas 
kepemilikan tanah pada kawasan pantai sangat penting dalam 
mengupayakan koordinasi terpadu dalam pengelolaan wilayah pesisir 
secara berkelanjutan. Berdasarkan perkembangan pembangunan wilayah 
perkotaan dan desa pantai, peruntukan dan kepemilikan tanah pada 
kawasan pantai sangat bervariasi, sesuai dengan kondisi biofisik, sosial, 
ekonomi dan tingkat peradaban masyarakat setempat. Oleh karenanya, 
perubahan-perubahan fungsi dan status kepemilikan tanah tersebut harus 
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diluruskan dan didukung dengan penyempurnaan peraturan perundang-
undangan. 
             Sehubungan dengan hal tersebut, muncul suatu persoalan 
terhadap tanah dipesisir pantai. Undang-Undang No 1 Tahun 2014 
menggunakan  Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah 
suatu pengoordinasian, perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan 
pengendalian  sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilakukan 
oleh Pemerintah Daerah, antarsektor, antra ekosistem darat dan laut, 
serta antar ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan 
kesejahtraan rakyat. Kabupaten Pinrang sebagai daerah yang memiliki 
luas wilayah yakni 1.961,77 km dengan panjang garis pantai yakni 93 km 
rawan mengalami permasalahan seperti yang telah dikemukakan 
sebelumnya. Fenomena yang timbul pada masyarakat di kawasan Pantai 
Dewata Kelurahan Tadang Palie Kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang 
adalah dikuasainya tanah Pantai Dewata oleh masyarakat dengan bukti 
hak berupa sertifikat hak milik. Berdasarakan hal tersebut maka perlu 
dilakukan penelitian mengenai Aspek Hukum Penguasaan Tanah Pantai 








B. Rumusan Masalah 
        Berdasarkan uraian latar belakan di atas, maka yang menjadi 
pokok permasalahnya  di daerah Pantai Dewata oleh masyarakat adalah : 
1. Bagaimana status hukum penguasaan tanah Pantai Dewata oleh 
masyarakat di Kabupaten Pinrang? 
2. Bagaimana kebijakan pemerintah Kabupaten Pinrang terhadap 
penggunaan tanah Pantai Dewata oleh masyarakat?. 
 
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian 
        Tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini didasarkan pada 
rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, yang dimana 
hanya sekedar masukan bagi Pemerintah Daerah dan Badan Pertanahan 
Nasional serta pihak-pihak yang berkepentingan sebagai bahan 
pertimbangan untuk menyelesikan masalah tersebut. Adapun tujuan yang 
hendak dicapai melalui penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Untuk mengetahui status hukum penguasaan tanah Pantai 
Dewata oleh masyarakat di Kabupaten Pinrang. 
2. Untuk mengetahui kebijakan pemerintah Kabupaten Pinrang 







Adapun manfaat dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Memberikan informasi kepada masyarakat mengenai hal-hal yang 
berhubungan dengan tanah Pantai khususnya mengenai aspek 
hukum penguasaan. 
2. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi bagi 
mahasiswa terhadap penulisan-penulisan berikutnya yang terkait 
dengan Aspek Hukum Penguasaan Tanah Pantai. 
3. Dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan pada umumnya 



















A. Pengertian Tanah 
              Sebutan tanah dalam bahasa kita dapat dipakai dalam berbagai 
arti. Maka dalam penggunannya perlu diberi batasan, agar dapat diketahui 
dalam arti apa istilah tersebut digunakan. Dalam hukum tanah kata 
sebutan “tanah” dipakai dalam arti  yuridis, sebagai suatu pengertian yang 
telah diberikan batasan resmi oleh UUPA. Dalam Pasal 4 dinyatakan, 
bahwa atas dasar hak menguasai dari Negara...ditentukan adanya 
macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang 
dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang... 
             Dengan demikian jelaslah, bahwa tanah dalam pengertian yuridis 
adalah permukaan bumi (ayat 1). Sedangkan hak atas tanah adalah hak 
atas sebagian tertentu permukaan bumi, yang berbatas, berdimensi dua 
dengan ukuran panjang dan lebar.5 Tanah diberikan kepada dan dipunyai 
oleh orang dengan hak-hak yang disediakan oleh UUPA, adalah untuk 
digunakan atau dimanfaatkan. Diberikannya dan dipunyainya tanah 
dengan hak-hak tersebut tidak akan bermakna jika penggunannya 
terbatas hanya pada tanah sebagai permukaan bumi saja. Untuk 
keperluan apapun tidak bisa tidak, pasti diperlukan juga penggunannya 
                                                             
5 Penjelasan Pasal 4 Undang-Undang Pokok Agraria 
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sebagian tubuh bumi yang ada dibawahnya dan air serta ruang yang ada 
di atasnya. Dengan demikian, maka yang dipunyai dengan hak atas tanah 
tersebut adalah tanahnya, dalam arti sebagian tertentu dari permukaan 
bumi. Tetapi wewenang menggunakan yang bersumber pada hak tersebut 
diperluas hingga meliputi juga penggunaan “sebagian tubuh bumi yang 
ada di bawah tanah dan air serta ruang yang ada di atasnya. 
             Tubuh  bumi air serta ruang yang dimaksudkan itu bukan 
kepunyaan pemegang hak atas tanah yang bersangkutan maka hanya 
diperbolehkan untuk menggunakannya, itupun ada batasnya seperti yang 
dinyatakan dalam pasal 4 ayat (2) dengan kata-kata : sekedar diperlukan 
untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan 
tanah itu, dalam batas-batas menurut undang-undang ini (yaitu : UUPA) 
dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi. Sedalam berapa tubuh 
bumi itu boleh digunakan, ditentukan oleh tujuan penggunannya, dalam 
batas-batas kewajaran, perhitungan teknis kemampuan tubuh buminya 
sendiri, kemampuan pemegang haknya, serta ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang bersangkutan. Menurut Kamus Besar Bahasa 
Indonesia  (1994) tanah adalah  
1. Permukaan bumi atau lapisan bumi yang di atas sekali. 
2. Keadaan bumi disuatu tempat. 
3. Permukaan bumi yang diberi batasan. 
4. Bahan-bahan dari bumi, bumi sebagai bahan sesuatu (pasir, 
cadas, napal dan sebagainya). 
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B. Dasar Hukum Pendaftaran Tanah 
             Dasar hukum dalam kegiatan pendaftaran tanah ada dua yaitu 
menurut Undang-Undang No.5 Tahun 1960 (UUPA) dan PP No.24 Tahun 
1997. Dalam UUPA pendaftaran tanah diatur dalam Pasal 19. Ketentuan 
Pasal ini menyebutkan bahwa untuk menjamin kepastian hukum, oleh 
pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia 
menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan peraturan pemerintah  
tentang pendaftaran tanah tersebut meliputi : 
1. Pengukuran, pemetaan, dan pembukuan tanah 
2. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut 
3. Pemberian surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai 
alat pembuktian yang kuat. 
              Selanjutnya dalam Pasal 23 UUPA ditentukan hak milik demikian 
juga setiap peralihan dan pembebasan dengan hak-hak lain harus 
didaftarkan menurut ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 19 UUPA.  
Pendaftaran tersebut merupakan alat pembuktian yang kuat mengenai 
hapusnya hak milik serta sahnya peralihan dan pembebasan hak tersebut. 
Pasal 32 UUPA mengatur pendaftaran hak guna usaha, dan Pasal 38 
UUPA mengatur pendaftaran hak guna bangunan.
6
 
             Dalam PP No.24 Tahun 1997 yang merupakan peraturan 
pelaksanaan dari Pasal 19 UUPA tentang pendaftaran tanah meliputi : 
1. Asas dan tujuan pendaftaran tanah 
                                                             
6  Suardi.2005, Hukum Agraria. Iblam, Jakarta, Hal 145 
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2. Penyelenggaraan dan pelaksanaan pendaftaran tanah 
3. Objek pendaftaran tanah 
4. Satuan wilayah tata usaha pendaftaran tanah 
5. Pelaksanaan pendaftaran tanah untuk pertama kali 
6. Pengumpulan dan pengelolaan data fisik 
7. Pembuktian hak dan pembukuannya 
8. Penerbitan sertifikat 
9. Penyajian data fisik dan atau yuridis 
10. Penyimpanan daftar fisik dan dokumen 
11. Pendaftaran peralihan dan pembebanan hak 
12. Penerbitan sertifikat pengganti 
13. Biaya pendaftaran tanah 
14. Saksi hukum.. 
              Selanjutnya dalam pelaksanaannya dijabarkan kembali pada 
peraturan kepala Badan Pertanahan Nasional untuk mekanisme 
operasionalnya. 
 
C. Hak Penguasaan Atas Tanah 
             Penguasaan tanah mempunyai jangkauan pengertian yang lebih 
luas dari pada hak, yakni meliputi penguasaan yang didasarkan pada 
suatu hak maupun penguasaan yang didasarkan pada suatu kuasa yang 
pada kenyataannya yang memberikan wewenang untuk melakukan 
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perbuatan hukum sebagaimana layaknya seorang yang mempunyai hak.7 
Penguasaan tanah tersebut ada yang dilandasi oleh suatu hak dan ada 
yang dilakukan berdasarkan bukti penguasaan fisik saja. Penguasaan fisik 
yang dilandasi oleh suatu hak disebut sebagai penguasaan yuridis.          
              Pada Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No 5 Tahun 1960 tentang 
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, atau lebih dikenal dengan sebutan 
Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), menyebutkan bahwa “Atas dasar 
ketentuan Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang  Dasar 1945, bumi, air, 
ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu 
pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara, sebagai organisasi 
kekuasaan seluruh rakyat. “Penguasaan atas bumi, air, ruang angkasa, 
termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya oleh negara 
dikenal dengan sebutan Hak Menguasai Negara. Pasal 2 ayat (2) UUPA 
menetapkan bahwa hak menguasai negara memberi wewenang untuk : 
a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, 
persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa 
b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara 
orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa;dan 
c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara 
orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai 
bumi, air, dan ruang angkasa. 
                                                             
7 Sumardjono, Maria.S.W. 1993.”Aspek Yuridis Penguasaan Dan Pemilikan Tanah 




             Menurut Van Vollenhoven sumber kekuasaan negara atas sumber 
daya alam (termasuk tanah) ialah karena negara sebagai organisasi 
tertinggi dari bangsa yang diberi kekuasaan untuk mengatur segala-
galanya dan negara berdasarkan kedudukannya memiliki kewenangan 
untuk membuat peraturan hukum.8  
            Dalam UUPA dijelaskan bahwa pengertian ‟dikuasai‟ bukan berarti 
‟dimiliki‟ melainkan pengertian yang memberi wewenang kepada negara 
sebagai organisasi kekuasaan dari bangsa Indonesia untuk melakukan 
wewenang sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (2) UUPA 
tersebut. Dijelaskan lebih lanjut bahwa kekuasaan negara mengenai tanah 
mencakup tanah yang sudah dimiliki.  
             Kekuasaan negara mengenai tanah yang sudah dipunyai orang 
dengan sesuatu hak dibatasi oleh isi dari hak itu, artinya sampai sebarapa 
negara memberikan kekuasaan kepada yang mempunyai untuk 
menggunakan haknya, sampai disitulah batas kekuasaan negara tersebut. 
Sedangkan  kekuasan negara atas tanah yang tidak dipunyai dengan 
sesuatu hak oleh seseorang atau pihak lainnya adalah lebih luas dan 
penuh, artinya negara dapat memberikan tanah kepada seseorang atau 
badan hukum dengan sesuatu hak menurut peruntukan dan 
keperluannya.9 
                                                             
8 Prof.Dr.Hj.Farida Patittingi,SH,M,Hum., 2012, Dimensi hukum pulau-pulau kecil di 
indonesia.Rangkang Education.Yogyakarta Hlm 87 
9 Irwan Soerodjo, 2002, Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia, Arkola, Surabaya. Hal.106 
17 
 
              Hak menguasai negara tidak dapat dipindahkan kepada pihak 
lain, tetapi tanah negara dapat diberikan dengan sesuatu hak atas tanah 
kepada seseorang dan badan hukum. Pemberian hak atas tanah ini bukan 
berarti melepaskan hak menguasai dari negara terhadap tanah tersebut, 
akan tetapi kewenangan negara menjadi terbatas sampai pada batas 
kewenangan yang merupakan isi dari hak yang diberikan, dan negara  
wajib menghormati hak tersebut. 
              Adapun kekuasaan negara yang dimaksudkan itu, mengenai 
semua bumi, air dan ruang angkasa, baik itu yang sudah dihaki oleh 
perorangan atau badan hukum, maupun yang tidak , termasuk tanah 
negara . Tanah negara menurut Sumardjono adalah tanah-tanah yang 
tidak dilekati dengan suatu hak yakni hak milik, hak guna usaha, hak guna 
bangunan, hak pakai atas tanah negara, hak pengelolaan, serta tanah 
ulayat dan tanah wakaf, yang juga meliputi :10 
1. Tanah-tanah yang diserahkan secara sukarela oleh pemiliknya  
2. Tanah-tanah hak yang berakhir jangka waktunya dan tidak 
diperpanjang 
3. Tanah-tanah yang pemegang haknya meninggal dunia tanpa ahli 
waris 
4. Tanah-tanah yang diterlantarkan 
5. Tanah-tanah yang diambil untuk kepentingan umum sesuai dengan 
tata cara pencabutan hak yang diatur dalam Undang-Undang 
                                                             
10
 Prof.Dr.Hj.Farida Patittingi,SH,M,Hum., 2012, Dimensi hukum pulau-pulau kecil di 
indonesia.Rangkang Education..Hlm 91 
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No.20 Tahun 1961 tentang pencabutan Hak Atas Tanah dan 
benda-benda yang ada di atasnya dan Kepres No. 55 Tahun 1993 
tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk 
Kepentingan Umum. 
             Terkait dengan pengertian tanah negara, penting untuk diperoleh 
kejelasan tentang status tanah Pemerintah, apakah termasuk tanah 
negara atau bukan . Menurut Sumardjono11 harus dikaitkan dengan 
definisi tanah negara tersebut di atas. Jika definisi tanah negara tersebut 
di atas diterima , maka tanah (yang dikuasi oleh) Pemerintah tersebut 
tidak serta merta masuk dalam pengertian tanah negara, walaupun tanah 
tersebut merupakan aset/kekayaan negara, karena tanah-tanah negara 
yang dikuasai oleh suatu instansi Pemerintah yang dipergunakan sesuai 
dengan tugas masing-masing, diberikan dengan hak pengelolaan atau 
hak pakai sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria No. 9 Tahun 1965 
tentang Pelaksanaan Konversi Hak Penguasa atas Tanah Negara dan 
Ketentuan tentang Kebijaksanaan selanjutnya.  Apabila suatu instansi 
Pemerintah menguasai tanah namun tidak memegang hak pengelolaan 
atau hak pakai , maka status tanahnya adalah tanah negara. 
             Perbedaan pengertian tanah negara diatas , tanah negara juga 
dapat dipahami dari adanya pendefinisian yang berbeda yaitu : 
1. Tanah yang langsung dikuasai oleh negara yaitu tanah-tanah yang 
bukan tanah hak (menurut UUPA), bukan tanah ulayat, bukan 
                                                             
11 Ibid, Hlm 92 
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tanah kaum, bukan tanah hak pengelolaan dan bukan pula tanah 
kawasan hutan . Tanah yang langsung dikuasai oleh negara. 
2. Tanah hak yang habis jangka waktunya  
3. Tanah yang belum pernah dilekati hak 
4. Tanah yang berupa hutan alam, cagar alam dan cagar budaya 
5. Tanah yang dikuasai dan atau digunakan instansi Pemerintah 
6. Semua bidang tanah yang tidak diduduki , dikuasai oleh seseorang 
atau diurus oleh badan/lembaga pemerintah maupun swasta 
tertentu 
7. Semua bidang tanah yang tidak dinyatakan sebagai tanah hak milik 
perorangan, milik desa, tanah ulayat, tanah konsesi dan 
sebagainya 
8. Tanah yang dikuasai dan atau digunakan instansi pemerintah dan 
belum dilekati hak  
9. Tanah bentukan baru, termasuk tanah yang  terbentuk karena 
proses reklamasi. 
              Isi wewenang negara yang bersumber pada hak menguasai 
sumber daya alam oleh negara tersebut semata-mata bersifat publik yaitu 
wewenang untuk mengatur (wewenang regulasi) dan bukan wewenag 
untuk menguasai tanah secara fisik dan menggunakan tanahnya 
sebagaiman wewenang pemegang hak atas tanah yang bersifat pribadi.12 
                                                             
12
 Muhammad Bakri. 2007. Hak Menguasai Tanah oleh Negara, Paradigma Baru untuk 
Reformasi Agraria. Citra Media, Yogyakarta, Hlm 5. 
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             Secara teoritis, penyebut konstitusional mengenai hak menguasai 
dari negara ini sesungguhnya bersifat deklaratif, artinya dengan atau 
tanpa penyebutan ketentuan tersebut setiap negara tetap mempunyai hak 
menguasai negara. Namun demikian, ketentuan tersebut tetap penting 
untuk mengkonfirmasi eksistensi dari hak menguasai negara tersebut dan 
menujukkan sifat hubungan antara negara dan tanah.13 
             Sejalan dengan hal tersebut diatas, maka pada pasal 2 dan 4 
UUPA mengatur bahwa : „‟Bumi, Air dan Ruang Angkasa termasuk 
kekayaan alam yang terkandung didalamnya pada tingkatan tertinggi 
dikuasai oleh negara, dan atas dasar hak menguasai dari negara tersebut 
ditentukan macam-macam hak atas tanah yang diberikan kepada 
perorangan maupun badan hukum. 
             Hak-hak atas tanah tersebut memberikan wewenang untuk 
mempergunakan tanah yang bersangkutan sekedar diperlukan untuk 
kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu 
dalam batas-batas menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. 
Dengan kata lain mengalokasikan kekuasaan hak atas tanah oleh negara 
kepada orang atau badan hukum yang dilakukan secara terukur supaya 
dapat digunakan bagi kelangsungan hidup setiap orang secara bersama-
sama14 
                                                             
13
 Oloan Sitorus dan HM. Zaki Sierrad. 2006. Hukum Agraria Di Indonesia, Konsep dasar 
dan Implementasi. Mitra Kebijakan Tanah Indonesia, Yogyakarta. Hlm 60. 
14 Satjipto Rahardjo, 1996. Ilmu Hukum. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. Hlm 33 
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              Dari ketentuan dalam UUPA, dapat dilihat negara memberikan 
hak-hak atas tanah kepada perorangan atau badan hukum (subjek hak), 
bahkan menjamin , mengakui, melindungi hak-hak tersebut untuk 
dimanfaatkan dalam rangka mensejahterakan kehidupannya dan tidak 
boleh diambil ahli secara sewenang-wenangnya oleh siapapun. Akan 
tetapi negara tidak hanya memberikan begitu saja hak-hak atas tanah 
tersebut melalui pendaftaran tanah. Kegiatan pendaftaran tanah menurut 
Pasal 19 ayat (2) UUPA meliputi : 
a. Pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah. 
b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut. 
c. Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat 
pembuktian yang kuat. 
             Surat keputusan pemberian hak atas tanah (SK hak tanah) adalah 
surat keputusan yang diterbitkan oleh badan pertanahan yang memuat  
status pemberian hak atas tanah. Pada dasarnya instrument surat 
keputusan pemberian hak kepada pemohon dengan dasar pertimbangan 
antara lain data fisik tanah dan uraiannya yang termuat dalam surat ukur 
tanah. Surat keputusan pemberian hak atas tanah yang dikeluarkan oleh 
badan pertanahan memberikan jaminan kepastian hukum bagi pemegang 
hak atas tanah.15 
             Kegiatan pendaftaran tanah baik untuk pendaftaran pertama kali 
maupun untuk pendaftaran hak dan peralihannya , baru dapat dilakukan 
                                                             
15 Jurnal Ilmu Hukum Amanna Gappa-Volume 15 Nomor 1 Maret 2007 Hlm 42 
22 
 
apabila subjek hak dapat membuktikan adanya hubungan baik yang 
bersifat keperdataan (perorangan) maupun bersifat publik (tanah yang 
dikuasai oleh instansi pemerintah atau hak ulayat masyarakat hukum 
adat) antara subjek hak dengan tanahnya. Hubungan hukum tersebut 
dapat dibuktikan dengan cara menguasai secara fisik tanah yang 
bersangkutan dan atau mempunyai bukti yuridis atas penguasaan tanah.16 
             Bukti yuridis atas penguasaan tanah tersebut dapat saja dalam 
bentuk keputusan dari pejabat dimasa lalu yang berwenang memberikan 
hak penguasaan kepada subjek hak untuk menguasai tanah di maksud 
dan dapat juga dalam bentuk akta otentik yang di terbitkan oleh pejabat 
umum yang menujukkan tanah tersebut diprolehnya akibat adanya 
perbuatan hukum berupa perjanjian pemindahan/peralihan hak. 
              Bila dikatakan perolehan hak atas tanah, amak tersirat adanya 
perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hak atas tanah atau 
bangunan yang dikembangkan dalam  Pasal 1 angka 2 Undang-Undang 
No 20 Tahun 2000 tentang Bea dan Perolehan Hak Tanah dan atau 
Bangunan yakni perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan 
diperolehnya hak atas tanah atau bangunan oleh orang pribadi atau 
badan , seperti jual beli, tukar menukar, hibah, wasiat, pewaris, dan lain-
lain yang pemindahan haknya dilakukan dengan pembuatan akta menurut 
cara yang diatur undang-undang. 
                                                             
16
 Maria S.W Sumardjono, 2008. Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial Dan Budaya. 
Penerbit Buku Kompas, Jakarta. Hlm 170. 
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            Penguasaan atas tanah merupakan hal dalam mengatur lalu lintas 
hukum dibidang hukum pertanahan. Penguasaan tersebut dapat juga 
sebagai permulaan adanya hak, bahkan ada yang menyebutkan 
penguasaan tanah sudah merupakan suatu hak. Kata „‟Penguasaan‟‟ 
menujukkan adanya suatu hubungan antara tanah dengan yang 
mempunyainya. Artinya, ada suatu hak yang mengikat antara orang 
dengan tanah tersebut ditunjukan dengan suatu tanda bahwa tanah 
tersebut dikuasainya. Anda tersebut bisa berbentuk fisik maupun 
berbentuk bukti tertulis.17 
             Hubungan penguasaan dapat dipergunakan dalam arti yuridis 
maupun fisik. Penguasaan dalam arti yuridis maksudnya hubungan 
tersebut ditunjukan dengan adanya alas dari penguasaan tanahnya, 
apabila telah ada alas hak, maka hubungan tanah dengan objek tanahnya 
sendiri telah dilandasi dengan objek tanahnya sendiri telah dilandasi 
dengan suatu hak. Sedangkan penguasaan tanah dalam arti fisik 
menujukkan adanya hubungan langsung antara tanah dengan mempunyai 
tanah tersebut, misalnya didiami dengan mendirikan rumah tinggal atau 
ditanami dengan tanaman produktif untuk tanah pertanian.18 
             Penguasaan tanah dapat merupakan permulaan adanya atau 
diberikannya hak atas tanah, dengan kata lain penguasaan tanah secara 
fisik merupakan salah satu faktor utama dalam rangka pemberian hak 
atas tanahnya. Berdasarkan ketentuan Pasal 24 Peraturan Pemerintah No 
                                                             
17
 Anonim, 2002. Hak-hak atas Tanah dalam Hukum Tanah Nasional. Jakarta. Hlm 18 
18 Boedi Harsono, 1994. Hukum Agraria Indonesia. Penerbit Djambatan, Jakarta. Hlm 19 
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24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, dapat dijelaskan bahwa 
sekalipun tidak ada alat-alat bukti penguasaan secara yuridis, namun 
apabila dalam kenyataan bidang tanah tersebut telah dikuasai secara fisik, 
maka dapat dilegitimasi penetapatan/pemberian haknya kepada yang 
bersangkutan 
             Terhadap penguasaan tanah yang dibuktikan dengan alat bukti 
secara tertulis dapat disebut juga alas hak. Alas hak diartikan sebagai 
bukti penguasaan atas tanah secara yuridis dapat berupa alat-alat bukti 
yang menetapkan atau menerangkan adanya hubungan hukum antara 
tanah dengan yang mempunyai tanah, dapat berupa riwayat pemilik tanah 
yang pernah diterbitkan oleh pejabat pemerintah sebelumnya maupun 
bukti pengakuan dari pejabat yang berwenang. Alas hak yang secara 
yuridis ini biasanya dituangkan dalam bentuk tertulis dengan suatu surat 
keputusan, surat keterangan, surat pernyataan, surat pengakuan, akta 
otentik maupun surat dibawah tangan dan lain-lain. 
             Berdasarkan Peraturan Menteri Negeri Agraria/Kepala Badan 
Pertanahan Nasional No 3 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, alas 
hak tersebut diberi istilah data yuridis, yakni keterangan mengenai status 
hukum bidang tanah, pemegang haknya dan pihak lain serta bahan-bahan 
lain yang membebaninya. Secara perdata, dengan adanya hubungan 
antara yang mempunyai tanah dengan tanahnya yang dibuktikan dengan 
penguasa fisik secara nyata di lapangan atau ada alas hak berupa tanah 
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yuridis berarti telah dilandasi dengan suatu hak, tanah tersebut sudah 
berada dalam penguasaannya atau telah menjadi miliknya. 
             Penguasaan tanah secara yuridis selalu mengandung 
kewenangan untuk menguasai fisik tanahnya, oleh karena penguasaan 
yuridis memberikan alas hak terhadap adanya hubungan hukum 
mengenai tanah yang bersangkutan. Apabila tanahnya sudah dikuasai 
secara fisik dan sudah ada alas haknya, maka persoalannya hanya 
menindak lanjuti alas hak yang melandasi hubungan tersebut menjadi hak 
atas tanah yang ditetapkan dan diakui oleh negara agar hubungan 
tersebut memperoleh perlindungan hukum. Proses penetapan dan 
pengakuan alas hak tersebut yaitu pendaftaran tanah produksinya dalam 
sertifikat tanah. 
              Oleh karena itu alas hak sebenarnya sudah merupakan suatu 
legitimasi awal atau pengakuan atas penguasaan tanah oleh subjek hak 
yang bersangkutan, namun idealnya agar penguasaan suatu bidang tanah 
juga mendapat legitimasi dari negara, maka harus dilandasi dengan suatu 
hak atas tanah yang ditetapkan oleh negara atau pemerintah. 
              Alas hak atau dasar penguasaan tanah dapat diterbitkan karena 
penetapan pemerintah atau ketentuan peraturan perundang-undangan, 
namun karena suatu perjanjian khusus yang diadakan untuk menimbulkan 
suatu hak di atas hak atas tanah lain (misalnya Hak Guna Bangunan di 
atas Hak Milik) juga karena ketentuan konversi hak atas tanah. 
Sedangkan ketentuan kadaluarsa memperoleh hak dengan lembaga 
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sebagaimana diatur dalam Pasal 548 KUHPerdata tidak dikenal dalam 
UUPA, sungguhpun pewaris merupakan juga salah satu alas hak.19 
             Dinyatakan pula bahwa dasar penguasaan atau alas hak untuk 
tanah merupak UUPA adalah bersifat derivative, artinya berasal dari 
ketentuan peraturan perundang-undangan dan hak-hak yang ada. 
Sebelumnya, seperti hak-hak adat atas dan hak-hak yang berasal dari 
hak-hak barat.20 Dengan catatan dilakukan penyusuaian dengan 
ketentuan yang baru dalam hukum agraria dikenal dengan istilah konversi. 
Maksud dari konversi hak atas tanah tersebut adalah perubahan hak atas 
tanah tersebut adalah perubahan hak atas tanah menjadi hak baru 
sebagaimana yang diatur dalam UUPA.21Diartikan pula yakni bagaimana 
pengaturan dari hak-hak atas tanah yang ada sebelum berlakunya UUPA 
untuk masuk dalam sistem UUPA.22 
    Jadi secara normatif  bukti penguasaan atau pemilikan atas suatu 
bidang tanah yang diterbitkan oleh pemerintah sebelumnya (dasar 
penguasaan/alas hak lama) masih tetap diakui sebagai dasar penguasaan 
atas tanah karena diterbitkan oleh pejabat yang berwenang dan sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada 
masa itu. Hak-hak adat maupun hak-hak barat yang dijadikan sebagai 
alas hak tersebut ada yang sudah didaftar pada zaman Hindia Belanda 
                                                             
19 AP Perlindungan, 1993. Komentar Atas Undang-Undang Pokok Agraria. Mandar Maju Bandung. 
Hlm 69 
20 Ibid, Hlm 3 
21
 Ahmad Ali Chomzah. 2004. Hukum Agraria, Jilid 1. Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta. Hlm 80 
22 AP Perlindungan, 1993. Op.cit. Hlm 94. 
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dan ada yang belum didaftar. Pendaftaran hak atas tanah pada waktu itu 
hanya pada hak atas tanah yang tunduk pada KUHPerdata, bahkan ada 
juga orang-orang Bumi Putera yang mempunyai hak atas tanah yang 
berstatus hak barat selain golongan Eropa dan Timur Asing termasuk 
golongan Cina. 
    Selain itu, ditemukan juga alas hak atas tanah tersebut ada yang 
dibuat di atas tanah yang belum dikonversi maupun tanah-tanah yang 
dikuasai oleh negara dan kemudian tanah tersebut diduduki oleh rakyat 
baik dengan sengaja ataupun diatur oleh kepala-kepala desa dan 
disahkan oleh para camat, seolah-olah tanah tersebut telah merupakan 
hak seseorang ataupun termasuk kategori hak-hak adat. Surat-surat 
tersebutlah yang dijadikan sebagai alas hak atau bukti perolehan atau 
pemilikan tanah yang dijadikan sebagai kelengkapan persyaratan dalam 
mengajukan permohonan pendaftaran tanahnya. Di dalam hukum adat 
yang berisi wewenang dan kewajiban untuk menguasai, menggunakan 
dan memelihara kekayaan alam yang ada di lingkungan wilayah tersebut, 
jadi hak ulayat bukan untuk memiliki, tetapi hanya merupakan hak 
menguasai.23 
    Bukti kepemilikan hak-hak atas tanah yang dapat diajukan sebagai 
kelengkapan persyaratan permohonan hak atas tanah yang dikategorikan 
sebagai alas hak telah ditentukan secara limitatif dalam penjelasan Pasal 
24 ayat (1) Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran 
                                                             
23 Urip Santoso, 2005, Hukum Agraria dan Hak-hak Atas Tanah, Kencana, Jakarta, Hlm.66 
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tanah dan Pasal 60 ayat (10 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepela 
Badan Pertanahan Nasional No 3 Tahun 1997 tentang peraturan 
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 tentang 
Pendaftaran Tanah yaitu : 
a. Grosse akta hak eigendom yang diterbitkan berdasarkan 
Overschrijvings Ordonnantie (Staatsblad 1834-27) yang telah 
diubah catatan, bahwa hak eigendom yang bersangkutan 
dikonversi menjadi hak milik, atau; 
b. Grosse akta hak eigendom yang diterbitkan berdasarkan 
Ordonnantie tersebut sejak berlakunya UUPA sampai tanggal 
pendaftaran tanah dilaksanakan menurut peraturan Pemerintah 
No 10 Tahun 1961 di daerah yang bersangkutan, atau; 
c. Surat tanda bukti Hak Milik yang diterbitkan berdasarkan 
Peraturan Swapraja yang bersangkutan, atau; 
d. Sertifikat Hak Milik yang diterbitkan berdasarkan Peraturan 
Menteri agraria No  9 tahun 1959, atau; 
e. Surat keputusan pemberian hak milik dari pejabat yang 
berwenang, baik sebelum atau sejak berlakunya UUPA, yang 
tidak disertai kewajiban untuk mendaftarkan hak yang diberikan, 
tetapi telah dipenuhi semua kewajiban yang disebut didalamnya, 
atau; 
f. Akta pemindahan hak yang dibuat dibawah tangan, yang dibubuhi 
tanda kesaksian oleh Kepala Adat/Kepala Desa/Kelurahan, yang 
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dibuat sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini. Ini 
merupakan perubahan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No 10 
Tahun 1961, yang menetukan bahwa harus ada bukti akta PPAT, 
sejak Peraturan Pemerintah tersebut mulai dilaksanakan di suatu 
daerah atau; 
g. Akta pemindahan hak atas tanah yang dibuat oleh PPAT, yang 
tanahnya belum dibukukan (seharunya ditambahkan, atau 
tanahnya yang sudah dibukukan, tetapi belum diikuti pendaftaran 
pemindahan haknya pada kantor Pertanahan), atau; 
h. Akta ikrar wakaf/surat ikrar wakaf yang dibuat sebelumnya atau 
sejak mulai dilaksanakannya Peraturan Pemerintah No 20 Tahun 
1977, atau; 
i. Risalah lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang yang berwenang, 
yang tanahnya belum dibukukan (seharunya ditambahkan, atau 
yang tanahnya sudah dibukukan, tetapi belum diikuti pendaftaran 
pemindahan haknya pada kantor Pertanahan), atau; 
j. Surat penujukan atau pembelian (seharusnya pemberian kaveling 
tanah pengganti tanah yang diambil oleh pemerintah atau 
pemerintah Daerah), atau; 
k. Petuk Pajak Bumi/Landrete , girit, pipil, kekitir, dan Verponding 
Indonesia sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah No 10 
Tahun 1961 (seharunya sebelum berlakunya UUPA, sejak mulai 
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berlakunya UUPA tidak dipungut lagi Pajak Bumi, karena tidak 
ada lagi tanah Hak Milik Adat), atau; 
l. Surat keterangan riwayat tanah yang pernah dibuat oleh Kantor 
Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, atau; 
m. Lain-lain bentuk alam pembuktian tertulis dengan nama apapun 
juga sebagai mana dimaksud dalam Pasal II, Pasal VI dan Pasal 
VII ketentuan-ketentuan Konversi UUPA.24 
    Surat-surat tersebut yang dikategorikan sebagai alas hak atau 
data yuridis atas tanah pada dasarnya merupakan keterangan tertulis 
mengenai perolehan tanah oleh seseorang, misalnya saja dengan berupa 
pelepasan hak bekas pemegang hak, pernyataan tidak keberatan dari 
bekas pemegang hak tentunya setelah ada ganti rugi. Syarat ini berkaitan 
dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Negara 
Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No 9 Tahun 1999 tentang 
Tata Cara Pemberian dan Pemabatalan Hak atas Tanah Negara dan Hak 
Pengelolaan yang menyatakan „‟sebelum mengajukan permohonan hak 
atas tanah, permohonan harus menguasai tanah yang mohon dibuktikan 
dengan data yuridis dan data fisik sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan yang berlaku‟‟ 
    Selanjutnya Pasal 18 ayat (2) angka 2 peraturan tersebut 
ditentukan bahwa keterangan mengenai tanahnya yang meliputi data 
yuridis dan data fisik adalah: 
                                                             
24 Adrian Sutedi, 2008. Peralihan Hak Atas Tanah. Sinar Grafika jakarta. Hlm 140 
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a. Dasar penguasaan, dapat berupa akat pelepasan kawasan hutan, 
akat pelepasan bekas tanah milik adat dan surat bukti perolehan 
tanah lainnya; 
b. Letak, batas-batas dan luasnya, dan 
c. Jenis usaha (pertanian, perikanan dan peternakan). 
    Yang termasuk kategori alas hak dalam hal ini adalah data yuridis 
yaitu dasar penguasaan, dapat berupa akta pelepasan kawasan hutan, 
akta pelepasan bekas tanah milik adat dan surat bukti perolehan tanah 
lainnya. Penguasaan tanah tersebut menurut Pasal 1 angka (2) Peraturan 
Pemerintah No 16 Tahun 2004 adalah hubungan hukum antara orang 
perorangan, kelompok orang atau badan hukum dengan tanah 
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No 5 Tahun 1960 tentang 
Peraturan Dasar Pokok-poko Agraria. 
    Kemudian secara operasional ketentuan tentang bukti 
penguasaan atas tanah atau alas hak juga ditemukan dalam Keputusan 
Kepala Badan Pertanahan Nasional No 1 Tahun 2005 tentang standar 
Prosedur Operasi Pengaturan dan Pelayanan di Lingkungan Badan 
Pertanahan Nasional yakni dalam Buku III (Pelayanan Hak Atas Tanah) 
yang menujukkan bahwa alas hak suatu bidang tanah dijadikan sebagai 
salah satu kelengkapan persyaratan yang berisi keterangan mengenai 
data yuridis yang bentuknya berbeda-beda menurut status tanah yang 
dimohonkan hak atas tanahnya yang dikategorikan dalam 10 (sepuluh) 
jenis bukti penguasaan atau kepemilikan/alas hak atas tanahnya, yaitu: 
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1. Untuk tanah yang berasal dari tanah hak/telah 
terdaftar/bersertifikat atas haknya yaitu: 
 Foto kopi sertifikat yang dilegalisir dan  
 Bukti perolehan atas tanah (jual beli pelepasan hak, hibah, 
tukar menukar, surat keterangan waris, akte pembagian hak 
bersama,lelang wasiat, putusan pengadilan, dan lain-lain) 
2. Untuk tanah yang berasal dari tanah Negara, alas haknya yaitu : 
 Surat keterangan kepala desa/lurah yang isinya bukan tanah 
adat 
 Riwayat tanah/bukti perolehan tanah hubungan hukum 
sebagian alas hak)dari hunian/garapan terdahulu  
 Surat pernyataan penguasaan Fisik pemohon 
3. Untuk tanah yang berasal dari tanah negara, alas haknya yaitu: 
 Foto kopi sertifikat akta verponding yang dilegalisir 
 Bukti perolehan/penyelesaian bangunan dari bekas 
pemegang hak 
 Surat keterangan telah keluar dari okkupasi TNI/Polri 
4. Untuk tanah negara yang berasal dari bekas hak barat, alas 
haknya yaitu: 
 Foto kopi sertifikat yang dilegalisir 
 Surat pernyataan penguasaan fisik  
 Surat keterangan telah keluar dari okkupasi TNI/Polri 
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5. Untuk tanah yang berasal dari tanah adat, yayasan, alas haknya 
yaitu: 
 Patok /girik ketitik, kanomerah/letter C Desa keterangan 
riwayat tanah dari desa/kelurahan, dan 
 Bukti perolehan/surat pernyataan pelepasan hak dari 
pemegang sebelumnya. 
6. Untuk tanah yang berasal dari tanah gogol bersifat tidak tetap, 
alas haknya yaitu: 
 Patok D/girik, ketitik, kanomeran/letter C desa,keterangan 
riwayat tanah dari desa/kelurahan dan 
 Keputusan desa/peraturan desa yang disetujui oleh BPD 
berisi persetujuan tidak keberatan, dan  
 Akta pelepasan hak yang dibuat oleh dan di hadapan 
notaris/camat/kepala kantor pertanahansetempat. 
7. Untuk tanah yang berasal dari tanah kas desa, alas haknya yaitu: 
 Perda tentang sumber pendapatan dan kekayaan desa atau 
keputusan desa/pengesahan Bupati dan ijin Gubernur 
 Penetapan besarnya ganti rugi berupa uang atau tanah 
pengganti 
 Berita acara serah tanah pengganti 
 Akta/surat pelepasan hak atas tanah kas desa yang dibuat 
secara notaris/camat dan kepala Kantor Pertanahan 
 Foto kopi patok D?girik/letter C desa dan 
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 Sertifikat tanah pengganti atas nama pemerintah desa 
setempat 
8. Untuk tanah yang berasal dari asset pemerintah daerah, alas 
haknya yaitu: 
 Persetujuan dari DPRD 
 Keputusan Kepala daerah tentang peralihan/pelepasan asset 
 Perjanjian antara pemda dan pihak ketiga 
9. Untuk tanah yang berasal dari asset instansi pemerintah pusat, 
alas haknya yaitu: 
 SK pelepasan asset dari instansi tersebut 
 Surat persetujuan Menteri Keuangan 
 Berita acara pelepasan hak 
 Bukti sertifikat tanah pengganti(jika perolehannya berasal 
dari tukar menukar) 
10. Untuk tanah berasal dari asset BUMN, alas haknya yaitu: 
 Persetujuan Menteri BUMN/Menteri Keuangan 
 Sertifikat sepanjang sudah terdaftar 
 Berita acara pelepasan hak 
 Bukti sertifikat tanah pengganti (jika perolehan dari tukar 
menukar sepanjang terdapat dalam perjanjian) 
    Setelah dibuktikan adanya hubungan atau penguasaan atas tanah 
yang dimilikinya oleh subjek hak, maka pemerintah sebagai pemangku 
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Hak Menguasai Negara yang berwenang melakukan pengaturan dan 
menentukan hubungan-hubungan hukum antara orang dengan tanah, 
melaksanakan tugasnya memberikan hak-hak atas tanah yang dibuktikan 
dengan penerbitan keputusan pemberian haknya, sedangkan terhadap 
penguasaan atas tanah yang ditandai dengan adanya hak-hak lama, 
dilakukan pengaturannya dengan menegaskan atau mengakui hak-hak 
lama. Selanjutnya kepada penerima hak atau yang ditegaskan/diakui hak-
hak lamanya diterbitkan produk hukum berupa sertifikat tanah yang 
berfungsi sebagai alat pembuktian yang kuat dan memberikan jaminan 
kepastian hukum atas penguasaan/pemilikan tanahnya 
    Kepastian objek dan subjek hak sangat diperlukan dalam lalu 
lintas hukum mengenai hak-hak atas tanah, sehingga oleh pemerintah 
dikebanyakan negara diselenggarakan suatu sistem 
keterbukaan/pengumuman mengenai hak atas tanah atau sistem 
publisitasi. Publisistasi berarti prinsip dimana setiap orang dapat 
mengetahui semua hak-hak atas tanah dan semua perbuatan hukum 
mengenai tanah.25 
 
D. Hak Penguasaan Tanah Menurut Hukum Adat 
             Konsep adat secara filosofis menurut hukum adat adalah 
merupakan benda berjiwa yang tidak boleh dipisahkan persekutuannya 
                                                             
25 Suardi, 2005, Hukum Agraria, Iblam, Jakarta, Hal.145. 
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dengan manusia. Tanah dan manusia, meskipun berbeda wujud dan jati 
diri, namun merupakan suatu kesatuan yang saling mempengaruhi dalam 
jalinan susunan keabadian tata alam (cosmos), besar (macro cosmos), 
dan kecil (micro cosmos).  Oleh karena itu, maka tanah dipahamkan 
secara luas meliputi semua unsur bumi, air, udara, kekayaan alam serta 
manusia, sebagai pusat maupun roh-roh dialam supra natural yang terjalin 
secara menyeluruh dan utuh. Dengan demikian, konsep tanah dalam 
hukum adat mencakup unsur-unsur seperti dalam konsep sumber daya 
alam, yaitu meliputi lima sumber utama yakni,  
1. Hubungan dengan permukaan bumi termasuk air 
2. Hubungan dengan udara bahkan ruang angkasa 
3. Hubungan kekayaan alam dalam tubuh bumi 
4. Hubungan dengan roh-roh (supranatural) dan 
5. Hubungan antara manusia sebagai pusat.26 
              Menurut hukum adat, pada dasarnya konsep penguasaan dan 
pemilikan tanah dirumuskan sebagai konsepsi yang komunalistik religius 
yang memungkinkan penguasaan tanah secara individual. Dengan hak-
hak atas tanah yang bersifat pribadi sekaligus mengandung unsur 
kebersamaan. Sifat komunalistik menujukan adanya hak bersama dari 
                                                             
26
 Soesangobeng, Herman. 2003. Kedudukan Hakim Dalam Hukum Pertanahan dan 
Permasalahannya di Indonesia, Pusdiklat Mahkama Agung RI, Yogyakarta. Hlm 12-14,(101) 
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para anggota masyarakat hukum adat atas tanah, yang dalam 
kepustakaan hukum adat disebut sebagai hak ulayat.27 
              Menurut Harsono , hak ulayat adalah hak dari suatu masyarakat 
hukum adat atas lingkungan tanah wilayahnya, yang memberi wewenag-
wewenang tertentu kepada penguasa adat untuk mengatur dan memimpin 
penggunaan tanah wilayah masyarakat hukum tersebut.28 Sementara itu 
Sumardjono menyatakan sebagai istilah teknis yuridis, hak ulayat adalah 
hak yang melekat sebagai kompetensi khas pada masyarakat hukum 
adat, berupa wewenang/kekuasaan mengurus dan mengatur tanah 
seisinya, dengan daya laku kedalam dan keluar. Dengan demikian dapat 
dikatakan, bahwa hak ulayat adalah hak masyarakat hukum adat terhadap 
diwilayahnya berupa wewenang menggunakan dan mengatur segala 
sesuatu yang berhubungan dengan tanah lingkungan wilayahnya di 
bawah pimpinan kepala adat.29 
             Masyarakat pada dasarnya merupakan bentuk kehidupan 
bersama untuk jangka waktu yang cukup lama sehingga menghasilkan 
kebudayaan. Masyarakat merupakan sistem sosial yang menjadi wadah 
pola interaksi sosial, atau hubungan interpersonal maupun hubungan 
antar kelompok,30 sedangkan masyarakat hukum menurut Pudjosewojo 
adalah suatu masyarakat yang menetapkan, terikat dan tunduk pada tata 
                                                             
27Prof.Dr.Hj.Farida Patittingi,SH,M,Hum., 2012, Dimensi hukum pulau-pulau kecil di 
indonesia.Rangkang Education.Hlm 101 
28 Ibid, Hlm.102 
29
 Ibid, Hlm 103 
30Ibid, Hlm 102 
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hukumnya sendiri, sehingga masyarakat hukum adat diartikan sebagai 
masyarakat yang timbul secara spontan di wilayah tertentu, yang 
berdirinya tidak ditetapkan atau diperintah oleh penguasa yang lebih tinggi 
atau penguasa lainnya, dengan rasa solidaritas yang sangat besar 
diantara para anggota, memandang yang bukan anggota masyarakat 
sebagai orang luar, dan menggunakan wilayahnya sebagai sumber 
kekayaan yang dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh anggotanya.31 
              Menurut Sumardjono, ada beberapa ciri pokok masyarakat 
hukum, yaitu  mereka merupakan suatu kelompok manusia mempunyai 
kekayaan tersendiri terlepas dari kekayaan perorangan mempunyai 
batasan wilayah tertentu, dan mempunyai kekayaan tertentu. Dengan 
demikinan hak ulayat menujukkan hubungan hukum antara masyarakat 
hukum (subjek hak) dan tanah/wilayah tertentu (objek hak), yang 
merupakan suatu hubungan menguasai bukan hubungan memiliki, 
sebagai mana halnya dalam konsep hubungan antara Negara dengan 
tanah menurut Pasal 33 ayat (3) UUD 1945.32 
             Penguasaan tanah antara hak ulayat dengan hak individual 
mempunyai hubungan yang lentur dan fleksibel, yaitu semakin kuat hak 
individual atas tanah, maka akan semakin lemah daya berlakunya hak 
                                                             
31 Pudjosewojo, Kusumadi. 2004, Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia. Cetakan kesepuluh, 
Penerbit Sinar Grafika, Jakarta. Hlm 62 
32 Prof.Dr.Hj.Farida Patittingi,SH,M,Hum., 2012. Op.cit 103 
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ulayat, yang berarti hak perseorangan akan lenyap dan tanah akan 
kembali dalam kekuasaan  hak ulayat.33                
 
E. Pengertian Pantai 
              Istilah pantai diartikan sebagai suatu wilayah yang dimulai dari 
titik terendah air laut waktu surut hingga ke arah daratan sampai batas 
paling jauh ombak/gelombang menjulur kedaratan. Jadi daerah pantai 
dapat juga disebut daerah tepian laut. Dalam bahasa inggris pantai 
disebut dengan istilah shore atau beach. 
              Menurut Undang-undang No 27 Tahun 2007 pasal 1 angka 2 
wilayah pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut 
yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut. 
             Pantai merupakan sumber daya milik bersama yang bebas 
dinikmati oleh semua orang dan tidak ada larangan bagi siapa saja untuk 
datang dan memanfaatkan data tarik pantai. Pantai dapat berperan 
sebagai penyejuk, dimana pemandangan lepas pantai yang mempesona, 
panorama sunset dan keindahan cakrawaala mampu menarik minat untuk 
datang menikmatinya. Secara fisik dan emosional, pantai merupakan 
substansi yang unik dan sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. 
              Pantai adalah daerah pertemuan antara darat dan laut, ke arah 
darat wilayah pantai meliputi bagian daratan, baik kering maupun 
terendam air, yang masih dipengaruhi oleh sifat-sifat fisik laut seperti 
                                                             
33Ibid, Hlm 105 
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pasang surut, angin laut serta perembesan air asin, sedangkan kearah 
laut wilayah pantai mencakup bagian laut yang masih dipengaruhi oleh 
proses alami yang terjadi di daratan seperti sedimentasi dan aliran air 
tawar, maupun kegiatan yang disebabkan oleh kegiatan manusia di 
daratan seperti pengundulan hutan dan pencemaran. 
              Definisi lain tentang pantai dikutip dari Peraturan Daerah Kota 
Makasar No 16 Tahun 2004 tentang Penataan Kawasan Pulau, Pantai 
Pasisir, dan Pelabuhan. Bahwa pantai adalah kawasan yang terletak 
disepanjang pantai dimana kawasan darat berbatasan langsung dengan 
laut. Berkaitan dengan itu, terdapat pula pengertian sempadan pantai 
yakni kawasan tertentu yang sepanjang pantai mempunyai manfaat 
penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi pantai. 
              Istilah pantai merupakan kawasan yang selalu berubah. 
Perubahan ini disebabkan oleh proses pengendapan dari padatan-
padatan yang berada dalam badan air, proses pengikisan (abrasi), dan 
transportasi sedimen dari suatu tempat ke tempat yang lain. Prilaku pantai 
tersebut sangat erat dengan kaitannya dengan parameter lingkungan 
yang bekerja di wilayah itu seperti gelombang arus pantai, pasang surut 
maupun angin.. 
              Wilayah pantai, seperti juga wilayah-wilayah lain di bumi, 
terbentuk oleh berbagai proses geologi yaitu proses endogen yang 
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diprakarsi oleh proses yang terjadi dari dalam bumi, dan proses endogen 
yang dimotori oleh kegiatan dari luar bumi.34 
Tipe-tipe pantai yang ditemui adalah: 
1. Pantai berbatu,pantai ini terbentuk dari batu granit dari berbagai 
ukuran tempat ombak pecah. Umumnya pantai berbatu terdapat 
bersama-sama atau berseling dengan pantai berdinding batu. 
Kawasan ini paling padat makroorganismenya, dan mempunyai 
keragaman fauna maupun flora yang paling besar. Tipe pantai ini 
banyak di temui di selatan jawa, Nusa tenggara dan Maluku. 
2. Pantai Berpasir, pantai ini dapat ditemui di daerah yang jauh dari 
pengaruh sungai besar, atau di pulau kecil yang terpencil. 
Makroorganisme yang hidup disini tidak sepadat dikawasan pantai 
berbatu, dan karena kondisi lingkungannya organisme yang ada 
cenderung menguburkan dirinya ke dalam substrat. Kawasan ini 
lebih banyak dimanfaatkan manusia untuk berbagai aktifitas 
rekreasi. 
3. Pantai berlumpur, perbedaan antara tipe pantai ini dengan tipe 
pantai sebelumnya terletak pada ukuran butiran sedimen 
(substrat). Tipe pantai berlumpur mempunyai ukuran butiran yang 
paling halus. Pantai berlumpur terbentuk disekitar muara-muara 
sungai, dan umumnya berasosiasi dengan estuaria. Tebal 
endapan lumpurnya dapat mencapai 1 meter atau lebih. Pada 
                                                             
34
 Prof.dott.Sampurno.PENGEMBANGAN KAWASAN PANTAI KAITANNYA DENGAN 
GEOMORFOLOGI. (Departemen –ITB). Hlm 20 
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pantai berlumpur yang amat lembek sedikit fauna maupun flora 
yang hidup disana. Perbedaan yang lain adalah gelombang yang 
tiba di pantai, dimana aktifitas gelombangnya sangat kecil, 
sedangkan untuk pantai yang lain kebalikannya.  
4. Pantai berkarang, pantai jenis ini terbentuk dari rumah/cangkang 
yang dibangun oleh hewan laut yang disebut Acropora, Fungia, 
dan Porites (dalam filum Coelenterata). Atapun oleh tumbuhan 
laut yang disebut dengan Helimeda dan Lithohamnion. Koloni 
terumbu karang ini merupakan ekosistem yang khas didaerah 
tropis. 
              Definisi lain tentang pantai adalah daerah yang produktif secara 
biologis tetapi mudah mengalami degradasi karena dampak ulah manusia 
atau karena peristiwa alamiah. Mengingat potensi kawasan tepian pantai 
yang memiliki keunggulan spesifik dan sangat menguntungkan untuk 
pengembangan usaha yang sekaligus bisa mendatangkan kerugian, 
seperti kerusakan lingkungan, maka dalam pengelolaan pantai yang 
efektif harus dapat mempertimbangkan berbagai aspek kehidupan 
manfaat dari pembangunan pantai harus lebih memprioritaskan bagi 
kepentingan peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya penduduk 
yang berada disekitar wilayah tersebut dan mereka yang berekonomi 
lemah tanpa merusak keserasian fisik lingkungan dan keutuhan ekosistem 




                 
F. Penggunaan Wilayah Pantai 
    Wilayah pantai berdasarkan penjelasan Pasal 1 angka 1 Undang-
Undang No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang didefinisikan 
sebagai sisi darat dari garis laut terendah dan merupakan bagian dari 
ruang daratan. Wilayah pantai atau disebut juga sebagai sempadan pantai  
menurut ketentuan Pasal 1 angka 6 Keputusan Presiden Republik 
Indonesia No 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung 
adalah kawasan tertentu sepanjang pantai yang mempunyai manfaat 
penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi pantai 
    Wilayah pantai tersebut termasuk salah satu bagian dari kawasan 
lindung dimana kawasan lindung tersebut meliputi kawasan yang 
memberikan perlindungan kawasan bawahanya yang mencakup kawasan 
hutan lindung, kawasan bergambut, kawasan resapan air, kawasan 
perlindungan setempat yang mencakup pantai, sempadan sungai, 
kawasan sekitar danau/waduk, kawasan sekitar mata air, kawasan 
berbukit hijau termasuk didalamnya hutan kota, kawasan suaka alam yang 
mencakup cagar alam, suaka margasatwa, kawasan pelestarian alam 
yang mencakup taman nasional, taman hutan raya, taman wisata alam, 
kawasan cagar budaya, kawasan rawan bencana alam yang mencakup 
antara lain kawasan rawan letusan gunung api, gempa bumi, tanah 
longsor serta gelombang pasang dan banjir, kawasan lindung lainnya 
mencakup taman buru, cagar biosfir, kawasan perlindungan plasma 
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nutfah, kawasan pengungsian satwa dan kawasan pantai berhutan 
bakau.35 
    Mengingat fungsi dan manfaat kawasan pantai yang sebagian 
dapat dimanfaatkan sebagai tempat melakukan kegiatan pemenuhan 
kebutuhan manusia, namun sekaligus pemanfaatan yang tidak terencana 
dapat merusak ekosistem sehingga perlu perlindungan dan pelestarian 
lingkungan hidup di sekitarnya, maka berdasarkan Pasal 3 dan 5 
Keputusan Presiden Republik Indonesia No 32 Tahun 1990 tentang 
Pengelolaan Kawasan Lindung ditentukan bahwa kawasan perlindungan 
setempat. Pasal 13 dijelaskan pula bahwa perlindungan sempadan pantai 
dilakukan untuk melindungi wilayah pantai dari kegiatan yang 
mengganggu kelestarian fungsi pantai. 
    Menurut ketentuan Pasal 14 Keputusan Presiden No 32 Tahun 
1990, kriteria sempadan pantai adalah daratan sepanjang tepian yang 
lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai minimal 100 
meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat. Pengaturan Penguasaan 
dan penggunaan tanah pada kawasan pantai tersebut, Pasal 11 ayat (1) 
Peraturan Pemerintah No 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah 
menentukan bahwa terhadap tanah dalam kawasan lindung yang belum 
ada hak atas tanahnya dapat diberikan hak atas tanah, kecuali pada 
kawasan hutan, dengan catatan sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 
13 bahwa : “Penggunaan dan pemanfaatan tanah di kawasan lindung 
                                                             
35 Penjelasan Peraturan Pemerintah No 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah 
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dalam Rencana Tata Ruang Wilayah tidak boleh mengganggu fungsi 
alam, tidak mengubah benteng alam dan ekosistem alami”. 
    Dengan demikian, sekalipun tanah yang berada didaerah kawasan 
lindung, termasuk didalamnya kawasan pantai, maka kawasan tersebut 
tetap dapat diakui penguasaannya atas tanah tersebut oleh orang-orang 
atau badan hukum, namun penggunaan atas tanah pada kawasan 
tersebut harus disesuaikan dengan fungsi kawasan dan juga ketentuan 
dan Rencana Tata Ruang Wilayah setempat. 
    Namun demikian selama ini kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil 
kurang mendapatkan sentuhan pembangunan yang berarti karena 
pembangunan nasional diwaktu lampau lebih berorientasi kedarat.  
Walaupun terdapat kegiatan pembangunan, tetapi lebih 
mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi sehingga kurang 
memperhatikan kelestarian lingkungan dan bahkan sering kali 
memarginalkan masyarakat setempat. 
    Model pembangunan wilayah pesisir dimasa lalu yang demikian itu 
juga telah melahirkan dua paradoks sekaligus yakni kemiskinan nelayan 
(masyarakat yang bermukim diwilayah pesisir) ditengah melimpahnya 
sumber daya alam pesisir dan laut, dan kerusakan lingkungan ditengah 
masyarakat lokal yang kaya akan kearifan tradisional, Sebagai penduduk 
pesisir dengan alasan untuk tetap bertahan hidup, mejadi semakin 
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terbiasa untuk memanfaatkan sumber-sumber kekayaan alam melalui 
cara-cara yang bertentangan dengan kaidah-kaidah pelestarian.36 
    Wilayah Pesisir banyak memiliki daerah-daerah yang indah dan 
nyaman untuk rekreasi dan pariwisata, semantara itu wilayah pesisir juga 
menjadi pusat pemukiman, pelabuhan, bisnis, dan kegiatan manusia 
lainnya. Oleh karena itu, wajar bila lebih dari separuh jumlah penduduk 
dunia bermukim di wilayah pesisir, dan dua per tiga kota-kota besar dunia 
juga terletak diwilayah ini. Selain itu wilayah pesisir juga rentan terhadap 
berkembangnya konflik dan terbatasnya akses pemanfaatan terhadap 
wialayah tersebut, sehingga perlu dikelola secara baik agar dampak 
aktivitas manusia dapat dikendaalikan dan sebagian wilayah pesisir dan 
pulau-pulau kecil di pertahankan untuk konservasi.37 
    Berdasarkan kondisi tersebut maka sasaran dan tujuan 
pembangunan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil adalah : 
1. Secara ekonomi, pembangunan pesisir, pantai dan pulau-pulau 
kecil mampu meberikan keuntungan bagi seluruh pelaku 
ekonomi dan pertumbuhan ekonomi 
2. Secara sosial, meberikan jaminan bagi peningkatan kesejahtraan 
masyarakat pesisir terutama masyarakat miskin 
3. Secara ekologis, terpeliharaannya kelestarian sumber daya dan 
daya dukung lingkungan 
                                                             
36
 Saad, Sudirman. 2000’ Hak Pemeliharaan dan Penangkapan Ikan 
37 Dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 
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4. Secara politik, mampu menciptakan iklim yang kondusif bagi 
pengelolaan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil secara 
berkelanjutan dan bagi penguatan kesatuan dan persatuan 
bangsa.38 
             Kekayaan sumberdaya alam pesisisr pantai dengan kualitas 
keindahan dan keasliannnya berpotensi menjadi tujuan wisata  Disamping 
itu wilayah pesisir pantai juga mempunyai potensi wilayah terresterial, 
yaitu wisata dengan pemanfaatan lahan daratannya . Wisata terresterial 
pesisir pantai merupakan daya tarik tersendiri bagi penikmat pariwisata. 
Dengan mempertimbangkan peran ekonomis dan fungsi ekologis serta 
potensi sumberdaya maka kegiatan kepariwisataan dilakukan melalui 
pendekatan ekosistem, pemberdayaan masyarakat setempat, 
pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya secara berkelanjutan.  Tata 
ruang kawasan pantai harus diperhatikan melalui aspek sosial, ekonomi, 
dan budaya di kawasan pantai. Pantai memberi dampak peralihan pada 





                                                             
38
 Dahuri, Rokhmin. 2000, Perencanaan Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut di Indonesia. 






A. Lokasi Penelitian 
    Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Pinrang, dimana Pinrang 
merupakan salah Satu wilayah di Sulawesi Selatan yang memilki kawasan 
pantai. Adapun lokasi penelitian ini dilakukan pada Pantai Dewata 
Kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang dengan mempertimbangkan 
bahwa di sepanjang Pantai Dewata ditemukan tanah yang dikuasai oleh 
masyarakat dengan bukti hak berupa sertifikat hak milik dan ada pula 
tanah disepanjang pantai tersebut yang dikuasai tanpa alas hak dan 
dengan mengumpulkan data-data yang diperlukan dari Kantor Pertanahan 
Kabupaten Pinrang, Kantor Kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang. 
 
B. Tehnik Pengumpulan Data 
     Dalam rangka memperoleh data sebagaimana yang diharapkan, 
maka penulis melakukan mengumpulkan data dengan dua cara yakni 
melalui metode kepustakaan dan metode wawancara. 
1. Metode kepustakaan (library research), yaitu penelitian yang 
dilakukan dengan menelaah literatur yang ada kaitannya dengan 
penguasaan dan penggunaan tanah pada kawasan pantai. 
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2. Metode wawancara (interview), yaitu penulis mengadakan tanya 
jawab dengan pihak-pihak yang terkait langsung dengan masalah 
yang dibahas. 
 
C. Jenis Dan Sumber Data 
              Jenis data dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah : 
1. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari 
sebuah penelitian lapangan baik berupa wawancara langsung 
terhadap narasumber dalam hal ini pihak Badan Pertanahan 
Nasional Kabupaten Pinrang, serta Kantor Kecamatan Cempa 
berkaitan dengan penelitian ini. 
2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui kepustakaan 
yang relevan yaitu literatur, dokumen-dokumen, serta peraturan 
perundang-undangan. 
 
D. Teknik Metode Sampling 
1. Populasi 
             Populasi adalah keseluruhan dari objek pengamatan atau objek 
penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan populasi yaitu 
masyarakat yang berada tinggal disepanjang Pantai Dewata Kecamatan 





Sampel adalah bagian dari populasi yang dianggap mewakili 
populasinya, sedangkan sampling adalah prosedur yang digunakan untuk 
dapat mengumpulkan karakteristik dari suatu populasi meskipun hanya 
sedikit yang diwawancarai ciri-ciri suatu populasi. Adapun sampel dalam 
hal ini yaitu masyarakat yang tinggal di sepanjang Pantai Dewata yang 
memiliki alas hak berupa sertifikat Hak Milik dan masyarakat yang tinggal 
di sepanjang Pantai Dewata yang tidak memiliki alas hak. 
 
E. Analisis Data 
Data yang diperoleh dari penelitian, baik data primer maupun data 
sekunder, kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif yang 
selanjutnya disajikan secara deskrikptif dengan menjelaskan dan 









BAB  IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Sejarah Pantai Dewata 
       Pantai merupakan sumber daya milik bersama yang bebas 
dinikmati oleh semua orang dan tidak ada larangan bagi siapa saja untuk 
datang dan memanfaatkan daya tarik pantai. Pantai dapat berperan 
sebagai penyejuk, dimana pemandangan lepas pantai yang mempesona, 
panorama sunset, dan keindahan cakrawala mampu menrik minat untuk 
datang menikmatinya. Secara fisik dan emosional, pantai merupakan 
substansi yang unik dan sangat bermanfaat bagi nkehidupan manusia. 
              Pantai Dewata merupakan salah satu tempat wisata Kabupaten 
Pinrang yang terletak di Kelurahan Tadang Palie, untuk mencapai tempat 
ini diperlukan perjalanan ± 1 jam melalui jalan darat dan beraspal. 
Kawasan ini memiliki daya tarik tersendiri, pada sore hari kita dapat 
menikmati angin pantai yang sejuk. Pantai Dewata ramai dikunjungi 
masyarakat utamanya pada hari libur dan hari raya. Pantai Dewata ini 
cukup sejuk sehingga cocok bagi wisatawan yang mendambakan udara 
pedesaanyang segar dengan suasana yang tenang jauh dari populasi dan 
kebisingan kota besar. 
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              Sejarah Pantai tersebut awal mulai diberi nama sebagai Pantai 
Dewata sejak tahun 1992-1993, yang memberikan nama sebagai Pantai 
Dewata adalah almarhum Kepala Desa Mahmuddin, yang dimana Pantai 
Dewata singkatan dari “Desa Wakka Tadang Palie” yang dimana dulunya 
pantai tersebut memiliki air asing, tetapi sekarang sudah berubah menjadi 
air tawar,sehingga masyarakat disana mempercayai adanya keberkahan 
dari Allah Swt. 
 
B. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 
                          Kabupaten Pinrang terletak antara 4010‟30”-3019‟13”Lintang 
Selatan dan 119026‟30”-119047‟20” Bujur Timur. Pinrang adalah salah 
satu Daerah Tingkat II di Provinsi  Sulawesi Selatan Indonesia, Kabupaten 
ini terletak 185 km dari Makassar,  luas wilayah 1,961,77 km2 yang 
terbagi ke dalam 12 Kecamatan, meliputi 68 desa dan 36 Kelurahan yang 
terdiri dari 86 Lingkungan dan 189 dusun. Batas wilayah Kabupaten ini 
adalah 
 sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Tana Toraja 
 Sebelah Timur dengan Kabupaten Sidenreng Rappang dan Enrekang 
 Sebelah Barat Kabupaten Polmas Provinsi Sulawesi Barat dan selat 
Makassar 
 Sebelah Selatan dengan Kotamadya Pare-Pare.  
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              Berdasarkan catatan Stasiun Klimatologi, rata-rata temperatur di  
Kabupaten Pinrang sekitar 20˚ C sampai 34˚ C terendah pada hari pukul 
06.00-07.00 dan tertinggi pada siang hari pukul 13.00-14.00. 
              Pinrang merupakan salah satu wilayah di Sulawesi Selatan yang 
memiliki kawasan pantai dengan luas  wilayah yakni 38.852 km²  dan 
panjang garis pantai yakni 93 km.dengan jumlah Penduduk mencapai 
sebesar 350.807 jiwa yang terdiri atas 170.095 jiwa laki-laki dan 180.712 
jiwa perempuan dengan tingkat kepadatan Penduduk mencapai 171 
jiwa/km². 
              Meskipun tidak memiliki wilayah pantai yang sangat panjang, 
namun hal tersebut tidak menyurutkan keinginan masyarakat di 
Kabupaten Pinrang untuk menguasai ataupun memanfaatkan wilayah 
pantai terbukti dengan dikuasainya tanah-tanah di kawasan Pantai 
tersebut oleh masyarakat. Salah satu kawasan Pantai yang menjadi objek 
penguasaan masyarakat di Kabupaten Pinrang yaitu Pantai Dewata. 
              Pantai Dewata merupakan wilayah Pantai yang terletak di 
Kelurahan Tadang Palie Kecamatan Cempa dimana memiliki luas wilayah  
yakni 38,75 km².  Kecamatan Cempa merupakan salah satu dari 12 
Kecamatan yang ada di Kabupaten Pinrang yang terbagi menjadi 36 
Kelurahan, yang dimana Kecamatan Cempa terdiri dari 6 Kelurahan yaitu : 
 Kelurahan Mangki 
 Kelurahan Mattunru Tunrue 
 Kelurahan Salipolo 
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 Kelurahan Sikkuale 
 Kelurahan Tadang Palie 
 Kelurahan Tanra Tuo 
             Pantai Dewata terletak di Kelurahan Tadang palie yang memiliki 
luas wilayah 13,51 m2 dan berada pada ketinggian kurang dari 4 meter 
dari permukaan laut. Kelurahan Tadang Palie merupakan wilayah Pantai 
dengan jumlah penduduk 1622 dengan rincian, laki-laki 780 jiwa dan 
perempuan 842 jiwa dengan kepedatan penduduk mencapai 1632. 
jiwa/km² dan 413 kepala keluarga dimana sebagian besar penduduknya 
mempunyai mata pencaharian sebagai wiraswasta, petani dan nelayan 
sehingga masyarakat diwilayah ini digolongkan sebagai masyarakat 
dengan kemampuan ekonomi menengah ke bawah. Masyarakat 
dikawasan ini yang berprofesi sebagai petani masih melakukan 
kegiatannya dengan peralatan seadanya dan yang berprofesi sebagai 
nelayanpun masih menggunakan cara-cara dan peralatan tradisional 
sejak zaman dahulu hingga sekarang (sumber : Kantor Kecamatan 
Tadang Palie Kabupaten Pinrang tahun 2015). 
             Berdasarkan sejarah perkembangan dan penyebaran penduduk di 
wilayah pesisir pantai khususnya di Pantai Dewata Kelurahan Tadang 
Palie Kabupaten Pinrang, maka keinginan masyarakat untuk bermukim di 
tanah pesisir Pantai Dewata serta memperoleh hak atas tanah tersebut 
semakin meningkat. Hal tersebut merupakan akibat dari tuntutan 
perkembangan ekonomi mengingat masyarakat di kawasan ini tergolong 
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kedalam masyarakat yang tinggkat perekonomiannya menengah ke 
bawah. Hal ini dapat diketahui dari kehidupan sehari-hari mereka dimana, 
baik pekerjaan/penghasilan maupun pendidikannya yang masih kurang 
              Masyarakat di wilayah Pantai Dewata sebagian besar berprofesi 
sebagai nelayan, mereka mencari ikan dilaut dan hasilnya mereka jual 
kepada masyarakat yang berkunjung di Pantai tersebut, sehingga 
penghasilannya tergantung dari hasil tangkapan dan masyarakat yang 
berkunjung di pantai tersebut. 
              Selain itu masyarakat di kawasan Pantai Dewata banyak juga 
yang berprofesi sebagai wiraswasta, mereka mejual makanan, 
menyewakan lapak-lapak dan menyewakan ban bagi masyarakat yang 
berkunjung di Pantai Dewata untuk berenang maupun rekreasi, mengingat 
Pantai Dewata merupakan kawasan wisata bagi masyarakat di kabupaten 
Pinrang. Hal ini pula yang menjadi faktor penyebab tingginya minat 
masyarakat untuk menguasai tanah-tanah di kawasan Pantai Dewata 
tersebut. 
 
C. Status Hukum Penguasaan Tanah Pantai Dewata 
              Berdasarkan sejarah, penguasaan atas tanah menjadi faktor 
penting terhadap diberikan atau dilegalisasikannya hak atas tanah oleh 
pemerintah kepada seseorang secara faktual/fisik telah menguasai bidang 
tanah tersebut dengan itikad baik. Namun dalam penggunaan tanah, 
rambu-rambu yang harus diperhatikan adalah kesesuaian dengan 
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rencana tata ruang wilayah, termasuk kegiataan dibidang pertanahan 
pada kawasan lindung. Yang dimana salah satu contohnya pada kawasan 
Pantai Dewata Kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang yang telah dikuasai 
oleh masyarakat untuk di jadikan sebagai tempat pemukiman dan 
melakukan berbagai aktifitas sebagai nelayan, pedagang, petani maupum 
swasta. Dalam hal ini kawasan sempadan pantai dengan kriteria yakni 
daratan sepanjang tepian yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan 
kondisi fisik pantai, minimal 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah 
darat, yang diselenggarakan terhadap objek : 
a. Bidang-bidang tanah sudah ada haknya baik yang sudah maupun 
yang belum terdaftar. 
b. Tanah Negara 
c. Tanah ulayat masyarakat hukum adat sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
             Berkaitan dengan hal tersebut di atas, diuraikan penggunaan dan 
penguasaan serta status hukum kepemilikan tanah dikawasan lindung 
berupa sempadan pantai di Kelurahan Tadang Palie Kecamatan Cempa 
Kabupaten Pinrang 
             Menurut Haeruddin penduduk asli di sana, bahwa penggunaan 
tanah pada kawasan Pantai Dewata oleh masyarakat dikelurahan Tadang 
Palie telah lama terjadi, mereka bermukim dan menguasai tanah tersebut 
telah berlangsung sejak dulu dan turun temurun dari nenek moyanng 
mereka. Awalnya tanah tersebut merupakan tanah ulayat masyrakat adat 
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pada saat itu, mereka menguasai secara terus menerus sampai akhirnya 
mereka melegalisasikannya dengan memperoleh sertifikat 
(Wawancara,Jum‟at 27 Maret 2015). 
              Menurut Mahyuddin, Kepala Seksi Pengaturan Tanah Kawasan 
Tertentu Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pinrang bahwa 
kebijakan pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Kantor Badan 
Pertanahan Nasional, yaitu dalam hal menerbitkan sertifikat dan 
memberikan status hak atas tanah yang dikuasai dan digunakan oleh 
masyarakat dengan dasar dari bukti-bukti kepemilikan atau penguasaan 
tanah oleh masyarakat seperti Akta Hibah, maupun Surat Keterangan 
yang dikeluarkan oleh Kepala Kecamatan Tadang Palie untuk 
memperoleh Hak Milik maupun Hak Pakai. 
              Berkaitan dengan hal ini, yang akan diuraikan adalah 
penggunaan dan penguasaan serta status hukum kepemilikan tanah pada 
kawasan pantai di Kelurahan Tadang Palie Kecamatan Cempa Kabupaten 
Pinrang. Berdasarkan hasil wawancara pada hari Jumat 27 Maret 2015 
dengan responden, penulis memperoleh data sebagai berikut. 
1. Norma umur 27 tahun, bermukim disana  sudah lebih dari 20 tahun 
dan telah menguasai tanah secara turun temurun dari keluarganya 
dan merupakan tanah warisan yang digunakan sebagai tempat 
tinggal (pemukiman). Dan telah memperoleh sertifikat Hak Milik dari 
Badan Pertanahan Nasional dengan dasar Akta Waris dari 
keluarganya terdahulu. Namun, pada tahun 2007 Sertifikat Hak Milik 
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tersebut hilang maka yang bersangkutan baru akan memohonkan 
penggantian Sertifikat terhadap tanahnya tersebut.   
2. Kamuruddin umur 30 tahun, telah menguasai tanah disekitar Pantai 
Dewata sejak tahun 1995-an kemudian beliau mendirikan rumah 
diatas tanah seluas 132 m². Saat ini Bapak Kamaruddin telah 
memiliki Sertifikat Hak Milik yang beliau peroleh dari Badan 
Partanahan Nasional dengan alas Hak Surat Keterangan dari Kepala 
Kecamatan Tadang Palie  
3. Tajuddin umur 40 tahun, sudah sejak lama menguasai dan bermukim 
disekitar Pantai Dewata dengan membeli dari masyarakat 
sebelumnya dan mempunyai sertifikat Hak Milik dengan dasar Akta 
Jual Beli tersebut. 
4. Dullah umur 65 tahun, berprofesi sebagai seorang petani, telah 
menguasai tanah di kawasan Pantai Dewata sudah lebih dari 20 
tahun lamanya dengan mendirikan rumah panggung di atas tanah 
yang dikuasainya. Luas tanah yang dikuasainya sekitar 90 m², yang 
dimana tidak memiliki sertifikat tanah dan hanya membayar SPPT  
(Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang). 
5. Akmal umur 65 tahun, berprofesi sebagai seorang petani yang telah 
menguasai tanah Pantai Dewata seluas 70 m² untuk dijadikan 
sebagai rumah tinggal dan mendirikan warung kecil-kecilan, namun 
beliau belum memiliki Sertifikat namun memiliki Akta Jual Beli. 
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6. Sabaria umur 70  tahun, sudah sejak lama menguasai dan bermukim 
di sekitar Pantai Dewata. Sampai sekarang tidak memiliki sertifikat, 
dengan alasan merupakan tanah adat dan pihak dari Pemerintah 
dan Kantor Badan Pertanahan Nasional tidak pernah mengunjungi 
lokasi tersebut.  
              Semua responden di atas tidak mengetahui aturan bahwa pada 
dasarnya tanah yang berada dikawasan lindung dalam hal ini sempadan 
pantai tidak dapat di miliki karena mereka tidak pernah diberikan 
sosialisasi oleh pemerintah mengenai larangan penguasaan tanah di 
kawasan sempadan pantai. 
 
Tabel 1 
Alas Hak yang digunakan Masyarakat di Kelurahan Tadang Palie 





1 Akta Waris 1 Pemukiman      
2 Akta Jual 
Beli 
2 Pemukiman   
3 SKT 1 Pemukiman   
4 SPPT 2 Pemukiman   
5 Tanah Adat 1 Pemukiman   
                         Sumber : Data Primer 2015 
             Tabel diatas menujukkan bahwa responden memiliki alas hak 
yang berbeda-beda yaitu Akta Waris, Akta Jual Beli, SKT, SPPT, Tanah 
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Adat. Kemudian dari hak tersebut merek memohon penerbitan Sertifikat. 
Dari 6 orang responden ada 3 yang memiliki sertifikat, ada 2 yang tidak 
memiliki sertifikat tetapi memiliki alas hak berupa Akta Jual Beli dan SPPT, 
dan ada juga 1 orang yang sampai saat ini belum memiliki sertifikat dan 
hanya berbekalan kalo tanah tersebut merupakan tanah adat. Bentuk 
penguasaan masyarakat dikawasan Pantai Dewata ini yaitu penguasaan 
secara fisik maupun yuridis karena meraka menjadikan tanah tersebut 
sebagai pemukiman atau rumah tinggal dan sebagian telah memiliki bukti 
hak berupa sertifikat. 
             Adapun fungsi kawasan lindung sebagai daerah perlindung 
setempat dalam hal ini sempadan pantai adalah untuk melindungi 
kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan 
sumber daya buatan, untuk itu kawasan lindung sempadan pantai harus 
dilindungi dari kegiatan yang mengganggu kelestarian fungsi pantai. Oleh 
karena itu perlu dilakukan upaya dalam bentuk sosialisasi dan pendekatan 
kepada masyarakat untuk menggunakan tanah yang dikuasainya dengan 
baik agar tetap terjaga kelestariannya sehingga fungsi kawasan 
sempadan pantai sebagai kawasan lindung pada akhirnya dapat 
dikembalikan fungsinya karena di khawatirkan apabila dibiarkan akan 
berdampak besar dan buruk terhadap lingkungan hidup. 
              Menurut Hartina selaku sekretaris Kecamata Tadang Palie tanah 
pada kawasan pantai yang di kuasai secara terus menurus selama 20 
tahun atau lebih secara berturut-turut dapat diberikan bukti hak atas 
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penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan dengan syarat 
penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka 
oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat 
oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya dan tidak dipermasalahkan 
oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan 
ataupun pihak lainnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 
Tahun 1997 sehingga yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan 
ke Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pinrang untuk memperoleh 
status kepemilikan Hak Milik atas tanah tersebut. 
              Dikuatkan pula oleh Alimuddin (Kepala Seksi Pengaturan Tanah 
Kawasan Tertentu, Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pinrang) 
bahwa tanah pada kawasan pantai dimungkinkan untuk dilegalisasikan 
dengan penerbitan Sertifikat apabila alas haknya kuat namun, tentu saja 
dengan memperhatikan kelestarian fungsi kawasan lindung dalam hal ini 
pantai tersebut. 
              Di Kelurahan tadang Palie Kecamatan Cempa Kabupaten 
Pinrang dahulu masyarakat juga menggunakan Surat Keterangan dari 
Kepala Kelurahan Tadang Palie dan Kepala Pemerintah Kecamatan 
Cempa atas objek tanah yang digarap dan dikuasai oleh masyarakat 
setempat yang bermukim di kawasan sempadan pantai kemudian 
masyarakat menjadikan Surat Keterangan dari Kepala Kelurahan Tadang 
Palie dan Kepala Pemerintah Kecamatan Cempa tersebut sebagai alas 
hak atas tanahnya untuk memperoleh status penguasaan. 
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              Berdasarkan hasil penelitian di ketahui bahwa, tindakan yang 
dilakukan oleh Kepala Kelurahan dan Kepala Pemerintah Kecamatan 
Cempa sebagai mana dikemukakan sebelumnya, sudah mengikut aturan 
yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 
Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah serta Keputusan Gubernur 
Sulawesi Selatan Nomor 71 Tahun 2002 tentang Pedoman Pemanfaatan 
dan Pendayagunaan Tanah Pantai dan Pulau Kecil Propinsi Sulawesi-
Selatan. 
              Mengenai Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala 
Kelurahan dan Kepala Pemerintah Kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang 
sebagai bukti tertulis terhadap penguasaan atas tanah yang dikuasai oleh 
masyarakat karena menurut mereka penguasaan terhadap kawasan 
pesisir tersebut termasuk kategori hak-hak adat berdasarkan tradisi 
penguasaan wilayah-wilayah pesisir laut yang diwariskan secara turun 
temurun. Surat-surat tersebutlah yang dijadikan sebagai alas hak dalam 
mengajukan permohonan pendaftaran tanahnya. 
             Pada dasarnya, tanah di kawasan pantai tidak dapat dibebani hak 
milik, dikuasai oleh Negara dan digunakan sesuai peruntukan atau 
fungsinya untuk kemakmuran rakyat. Peralihan status tanah Negara dapat 
ditempuh dengan proses pelepasan atau pembebasan hak sebagaimana 
diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria sehingga yang terjadi pada 
tanah di kawasan Pantai Dewata sudah sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 
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              Peraturan yang secara khusus mengatur mengenai 
penatagunaan tanah tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah No.16 
Tahun 2004 mengenai kebijakan penatagunaan tanah diselenggarakan 
terhadap bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya baik yang sudah 
atau belum terdaftar, tanah negara, tanah ulayat masyarakat hukum adat 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
Dalam Pasal 11 Peraturan Pemerintah No.16 Tahun 2004 disebutkan 
bahwa tanah dalam kawasan lindung yang belum ada hak atas tanahnya 
dapat diberikan hak atas tanah, kecuali pada kawasan hutan. 
 
D. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Pinrang Terhadap Penguasaan 
Tanah  
              Masyarakat yang mendiam/bermukim di Kelurahan Tadang Palie 
Kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang merupakan masyarakat dalam 
perkampungan yang kompak dan antara penduduk satu dan lainnya telah 
ada transaksi atas penguasaan tanah di daerah tersebut berupa jual beli, 
baik dengan surat yang dibuat secara di bawah tangan maupun dengan 
akta otentik. 
              Sampai saat ini, masih ada ditemukan masyarakat yang belum 
memiliki sertifikat atas tanahnya kendati mereka memiliki alas hak 
terhadap tanahnya yang merupakan syarat untuk memperoleh sertifikat. 
Hal tersebut dikarenakan ketidak mampuan beberapa masyarakat untuk 
membayar biaya pensertifikatan tersebut karena pada awalnya 
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masyarakat mengira bahwa untuk mengajukan permohonan penerbitan 
Sertifikat tidak membutuhkan biaya yang besar. Hal inilah yang menjadi 
salah satu kendala dan halangan bagi masyarakat yang ingin memperoleh 
Sertifikat Hak Milik terhadap tanahnya. 
              Terhadap tanah yang memiliki bukti-bukti tertulis, tetapi tanahnya 
tidak dikuasai secara fisik, maka pemiliknya harus membuktikan kepastian 
luas dan letak tanahnya dengan cara meminta kesaksian dan pengakuan 
dari saksi yang dapat dipercaya dan dapat juga dengan meminta 
penetapan dari lembaga peradilan sehingga dipastikan subjek hak 
tersebut benar-benar ada hubungannya dengan objek tanahnya. 
              Mengenai tanah pantai di Kelurahan Tadang palie Kecamatan 
Cempa Kabupaten Pinrang termasuk ke dalam tanah di kawasan pantai 
yang tidak dibebani hak milik, dikuasai oleh negara dan digunakan sesuai 
peruntukan/fungsinya untuk kemakmuran rakyat. Peralihan status tanah 
dari tanah Negara menjadi tanah yang dilekati hak yang bukan tanah 
Negara dapat ditempuh dengan proses pelepasan hak atau pembebasan 
hak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria. Hal 
tersebut juga harus mempertimbangkan Keputusan Gubernur Sulawesi 
Selatan. 
              Berdasarkan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang 
Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya. 
Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 melarang penggunaan secara liar 
bagi muka bumi dalam wujud tahapan manapun, baik itu masih berwujud 
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tanah yang tergenang air secara berkala, ataupun yang sudah berwujud 
tanah padat. Dengan adanya UU Nomor 51 Tahun 1960 itu, Pemerintah 
Daerah berwenang mengambil tindakan yang perlu apabila ada 
pelanggaran-pelanggaran hukum,  yang di mana dalam ketentuan 
tersebut yang dimaksud dengan memakai tanah adalah menduduki 
mengerjakan dan/atau menguasai sebidang tanah atau mempunyai 
tanaman atau bangunan di atasnya dengan tidak mempersoalkan apakah 
itu dipergunakannya secara pribadi. 
              Dalam hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 UU No.51 Tahun 
1960 diatur bahwa dilarang memakai tanah tanpa izin yang berhak atau 
kuasanya yang sah, kemudian Pasal 3 mengatur penguasa daerah 
(Walikota /Bupati) dapat mengambil tindakan-tindaka untuk 
menyelesaikan pemakaian tanah yang bukan perkebunan dan bukan 
hutan tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah, yang ada di 
daerah masing-masing suatu waktu. 
             Pada pasal 4 ditentukan bahwa dalam rangka menyelesaikan 
pemakaian tanah sebagai yang dimaksudkan dalam Pasal 3, maka 
penguasaan daerah dapat memerintahkan kepada yang memakainya 
untuk mengosongkan tanah yang bersangkutan dengan segala barang 
dan orang yang menerima hak dari padanya dan jika setelah tenggang 
waktu yang ditentukan di dalam perintah pengosongan tersebut pada ayat 
1 pasal ini diperintahkan itu belum dipenuhi oleh bersangkutan, maka 
penguasa daerah atau pejabat yang diberi perintah olehnya 
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melaksanakan pengosongan itu atas biaya pemakai tanah itu sendiri. 
Namun, sampai saat ini Pemerintah Kabupaten Pinrang belum pernah 
melakukan hal tersebut karena masyarakat yang bermukim dikawasan 
Pantai Dewata, memiliki alas hak atas tanah yang mereka diami dan 
sejauh ini masih dapat menjaga kelastarian kawasan lindung, dalam hal 
ini kawasan sempadan pantai. 
             Di mana pada Kantor Kelurahan Tadang Palie dan Kantor 
Kecamatan Cempa tidak lagi menerbitkkan Surat Keterangan Tanah 
(SKT) terhadap tanah yang letaknya di kawasan pantai meskipun masih 
ada masyarakat yang hendak mengajukan legalisasi atas penguasaan 
tanahnya. Biasanya mereka langsung ditolak dan diberi penjelasan 
mengenai syarat-syarat untuk memperoleh Bukti kepemilikan serta 
mengenai penguasaan tanah pada kawasan sempadan pantai dimana 
pada umumnya masyarakat hanya memiliki bukti pembayaran pajak bumi 
dan bangunan saja. Kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai 
persyaratan untuk mengajukan permohonan penerbitan sertifikat inilah 
yang menjadi masalah. 
             Selain itu, letak tanahnya yang berada di kawasan pantai dimana 
merupakan daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang 
dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut yang tertuang dalam 
Undang-Undang No 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir 
Dan Pulau-Pulau Kecil yang menjadi pertimbangan aparat pemerintah 
dalam menerbitkan SKT (Surat Keterangan Tanah). 
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             Menurut Soeharto selaku Sekretaris Dinas Tata Ruang dan 
Pengawasan Bangunan Kabupaten Pinrang bahwa sejauh ini, bangunan 
yang berada dikawasan Pantai Dewata bukan menjadi masalah apabila 
memiliki Izin Mendirikan Banguan (IMB), dalam pendirian maupun 
renovasinya, sesuai dengan Garis Sempadan Bangunan (GSB), Garis 
Sempadan Pagar (GSP), dan sesuai dengan Rencana Tata Ruang 
Wilayah (RTRW) sehingga kawasan Pantai Dewata tetap menjadi 
pemukiman bagi penduduk dan pemanfaatannya dapat di lakukan sejauh 
tidak mengurangi fungsi lindungannya. Di mana dari kawasan Pantai 
Dewata harus dapat diperhatikan dari segi aspek 
              Menurut Hartina selaku sekretaris Kecamata Tadang Palie 
menjelaskan bahwa yang lebih penting adalah dimana harus ada 
perubahan antara masyarakat dan pemerintah mengenai kawasan lindung 
dalam hal ini sempadan pantai. Dimana kurangnya pelaksanaan dalam 
aturan hukum harus ditaati dan dilaksanakan oleh semua masyarakat 
yang terkait. 
              Menurut Soeharto selaku Sekretaris Dinas Tata Ruang dan 
Pengawasan Bangunan Kabupaten Pinrang bahwa dalam mengarahkan 
pembangunan dipesisir pantai termasuk di Pantai Dewata selama dalam 
memanfaatkan ruang wilayah secara baik, selaras, seimbang dan 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat wajar saja mereka bermukim 
ditempat tersebut, selama dalam pemanfaatannya dapat di lakukan sejauh 







         Berdasarkan uraian sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan 
sebagai berikut : 
1.  Masyarakat pada kawasan Pantai Dewata Kelurahan Tadang Palie 
Kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang menguasai tanah tersebut 
dengan membangun pemukiman atau rumah tinggal. Dasar 
penguasaan mereka pada mulanya berupa Akta jual beli, dan ada 
pula yang hanya berbekalan Surat Keterangan Tanah yang 
dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan dan Kepala Pemerintahan 
kecamatan Cempa untuk menguasai tanah tersebut, kemudian 
dengan berbekalan alas hak tersebut masyarakat mengajukan 
permohonan penerbitan Sertifikat. Hal ini telah sesuai dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran 
Tanah. 
2.  Kebijakan Pemerintah Kabupaten Pinrang terhadap penguasaan 
tanah Pantai Dewata Kelurahan Tadang palie Kecamatan Cempa 
Kabuputen Pinrang yaitu memberikan hak kepada masyarakat 
yang memang terbukti telah menguasai tanah tersebut dan memiliki 
alas hak yang kuat untuk melegalisasikan kepemilikan atas 
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tanahnya tersebut atau dengan kata lain untuk memperoleh 
sertifikat hak milik. 
 
B. Saran 
1.  Agar Pemerintah membuat aturan yang baru, jelas dan tegas 
mengenai penguasaan tanah pantai dalam hal ini yang berada di 
kawasan lindung yakni sempadan pantai sehingga masyarakat 
dapat lebih memahami mengenai aspek hukum penguasaan atas 
tanah di kawasan sempadan pantai yang menjadi pertimbangan 
penting dalam hal pemilikan tanah dan pemberian hak atas tanah. 
2.  Agar aspek penguasaan dan pemanfaatan tanah pada kawasan 
sempadan pantai di Kelurahan Tadang Palie Kecamatan Cempa 
Kabupaten pinrang sesuai dengan fungsi kawasan lindung dan 
memperhatikan kelestarian lingkungan maka perlu diadakan 
sosialisasi terhadap peraturan di bidang pertanahan kepada 
masyarakat maupun aparat pemerintah mengenai kemungkinan 
diberikannya hak di atas tanah Negara pada kawasan sempadan 
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